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MOTTO 
 

$وَ ﴿
َ

قتَ %
ْ

כ هَّٗناِ 4ٰٓנزِّلا اوبُرَ
َ
ن;
َ

ف 
َ
IيGِْسَ ءَۤاسَوَۗ ةًشَحِا

ً
J K ﴾  

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji 

dan jalan terburuk.  

(Qs. Al Isra’ ayat 32) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 
Pedoman Transliterasi Arab-Latin adalah hasil keputusan bersama antara Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana 

tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987. 

A. Umum 

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan 

terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah 

nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis 

sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang 

menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap 

menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan kententuan transliterasi yang 

dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, 

Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu. Transliterasi 

yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 

Malang menggunakan EYD plus, yaitu translitersi yang didasarkan atas Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera 

dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transiterations), INIS 

Fellow 1992. 
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B. Konsonan  

Arab Indonesia Arab indonesia 
 ṭ ط Tidak dilambangakan أ

 ẓ ظ  B ب

 apostrof terbalik ع T ت

 Gh غ Th ث

 F ف J ج

 Q ق ḥ ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dh ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

  H ه S س

 apostrof ء Sh ش

 Y ي ṣ ص

   ḍ ض
 

Hamzah ء yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika 

hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ʼ). 

C. Vocal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan 

“a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis 

dengan cara berikut: 

Vokal (a) Panjang = Ā Misalnya لاق  menjadi Qāla 

Vokal (i) Panjang = Î Misalnya لیق  menjadi Qîla 
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Vokal (u) Panjang = Û Misalnya ن و د  menjadi Dûna 

D. Ta Marbūṭah 

Transliterasi ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan 

harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan ta marbūṭah 

yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu 

transliterasikan dengan ha (h). 

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah 

Kata sandang berupa “al” لا  dalam Lafdh al-Jalâlah yang berada di tengah tengah 

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut 

ini: 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan 

3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun 

4. Billâh ‘azza wa jalla 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لأ  (alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, 

baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi hurud langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kat 

yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: 

سمشلا  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

ةلَزَلَّْزلا  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

ةفَسَلْفَلا  : al- falsafah 
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دُلاِبِلا  : al-bilādu 
G. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: 

Pَُْنَورُم   : ta’murūna 

ءُوَّنلا   : ‘nau-a 

ءٌيْشَ   : an’syai 

تُرْمِأُ   : umirtu 
H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat 

yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim 

dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam 

tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata 

Alquran (dari al-Qur ’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. Contoh: 

Fī ẓilāl al-Qur’ān  

Al-Sunnah qabl al-tadwīn  

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

I. LAFẒ AL-JALĀLAH )bّ(  

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan 

sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: 

Zّا ا نُيْدِ  : dīnullāh  

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi 

dengan huruf (t). Contoh: 
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Zّا ا ةِحمَْرَ فيِْ مْهُ  : hum fī raḥmatillāh  

J. Huruf Kapital  

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, 

misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam 

teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan  

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān  

      Al-Gazālī Al-Munqiż min al-Ḍalā 
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ABSTRAK  
 
Tarisa, Aditiya Gabril Dian, 210201110155, Hukum Mengawinkan Anak Luar 

Kawin Oleh Ayah Biologisnya (Studi Komparasi Hukum Positif dan 
Hukum Islam), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

 
Dosen Pembimbing : Muhammad Nuruddien, LC., M.H  

 
Kata Kunci: Anak Luar Kawin; Wali Nikah; Perbandingan. 
 

 Isu mengenai perkawinan anak luar kawin merupakan permasalahan hukum 
yang kompleks dan menimbulkan perdebatan signifikan dalam perspektif hukum 
positif Indonesia dan hukum Islam. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan 
mendasar terkait hak anak luar kawin dan kewajiban ayah biologis terhadap anak 
tersebut, terutama dalam konteks perannya sebagai wali nikah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan yang terdapat dalam 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta perkembangan hukum 
yang tercermin melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 
yang mengakui adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah 
biologisnya. Di sisi lain, hukum Islam memberikan beragam pandangan terhadap 
isu ini, yang dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi antarmazhab. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan atau 
komparatif. Sumber hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yang 
diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa 
buku-buku, kitab-kitab dan karya tulis ilmiah. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis secara deduktif, serta diuraikan dengan teknik deskriptif.  
 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya batasan-batasan yang 
telah ditetapkan dalam hukum Islam dengan berbagai mazhab dalam menyikapi 
anak luar kawin bahwa ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah karena anak 
tersebut tidak lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan hukum positif dengan 
aturannya yang tertulis pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak luar 
kawin dapat memiliki hubungan keperdataan jika dapat dibuktikan dengan alat 
yang canggih.  
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ABSTRACT 
 
Tarisa, Aditiya Gabril Dian, 210201110155, The Law of Marrying an Illegitimate 

Child by His Biological Father (A Comparative Study of Positive Law and 
Islamic Law), Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, 
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang 

 
Supervising Lecturer: Muhammad Nuruddien, Lc., M.H 

 
Keywords: Illegitimate Child; Marriage Guardian; Comparison. 
  
 The issue of illegitimate child marriage is a complex legal problem and has 
caused significant debate in the perspective of positive Indonesian law and Islamic 
law. This problem raises fundamental questions regarding the rights of illegitimate 
children and the obligations of biological fathers towards the child, especially in 
the context of his role as a marriage guardian. 
 

This study aims to analyze the provisions contained in the Marriage Law 
Number 1 of 1974, as well as legal developments reflected in the Constitutional 
Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 which recognizes the existence of a civil 
relationship between illegitimate children and their biological fathers. On the other 
hand, Islamic law provides various views on this issue, which are influenced by 
differences in interpretation between schools of thought. 
 

The research method used in this study is a normative juridical approach 
using a comparative approach. The legal sources used are primary legal materials 
obtained from laws and regulations and secondary legal materials in the form of 
books, scriptures and scientific papers. The data obtained are then analyzed 
deductively, and described using descriptive techniques.  
 

The results of this study indicate that there are limitations that have been set 
in Islamic law with various schools of thought in responding to illegitimate 
children, namely that biological fathers cannot be guardians of marriage because 
the child was not born in a legal marriage bond and positive law with its rules 
written in the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 states that 
illegitimate children can have a civil relationship if it can be proven with 
sophisticated tools.. 
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صلختسم ثحبلا   
 

،اسيرت اييتيدا  ليبرغ  ،ن,د   ٢١٠٢٠١١١٠١٥٥ 
 

مكح جاوز  ةلفطلا  يرغ  ةيعرشلا  نم  اهيبأ  يجولويبلا   ( ةسارد ةنراقم  ينب  نوناقلا  يعضولا  ةعيرشلاو  ةيملاسلإا   ) 
ةسارد لاوحلأا  ةيصخشلا  ةيلك ،  ،ةعيرشلا  ةعماج  ]لاوم  كلام  ميهاربإ  ةيملاسلإا  ةيموكلحا  جنلاام   

 
فرشلما دممح : رون  نيدلا    

 
 

** ةنراقم ؛حاكنلا ليو ؛يعرش يرغ لفط :ةيحاتفلما تاملكلا . 
نوناقلا روظنم نم اًيربك لاًدج ترvأ دقو ةدقعم ةينوناق ةلكشم لكشت جاوزلا راطإ جراخ لافطلأا جاوز ةيضق نإ  
ينيعرشلا يرغ لافطلأا قوقح لوح ةيرهوج تلاؤاست ةيضقلا هذه يرثتو .ةيملاسلإا ةعيرشلاو يسينودنلإا يعضولا  

جاوزلا ىلع يصوك هرود راطإ في ةصاخو ،لفطلا هاتج يجولويبلا بلأا تامازتلاو . 
 

ةينوناقلا تاروطتلا كلذكو ،1974 ةنسل 1 مقر جاوزلا نوناق في ةدراولا ماكحلأا ليلتح لىإ ةساردلا هذه فد�  
46 مقر ةيروتسدلا ةمكلمحا رارق في تسكعنا تيلا /PUU-VIII/2010 ةيندم ةقلاع دوجوب فترعي يذلا  

نأشب ةفلتمخ رظن تاهجو ةيملاسلإا ةعيرشلا مدقي ،ىرخأ ةيح] نمو .يجولويبلا هيبأو يعرشلا يرغ لفطلا ينب  
ةيركفلا سرادلما ينب يرسفتلا في تافلاتخلا� رثأتت تيلاو ،ةيضقلا هذه .  

 
ةينوناقلا رداصلما .نراقلما جهنلما مادختس� يرايعلما نيوناقلا جهنلما وه ةساردلا هذه في عبتلما يثحبلا جهنلما  
بتك لكش في ةيوناثلا ةينوناقلا داولماو ةيعيرشتلا حئاوللا نم ةدمتسلما ةيلولأا ةينوناقلا داولما يه ةمدختسلما  
مادختس� اهفصوو ايًجاتنتسا اهيلع لوصلحا تم تيلا ت]ايبلا ليلتح كلذ دعب تم دقو .ةيملع قاروأو تاطوطمخو  
ةيفصولا تاينقتلا .  
 
عم لماعتلا في ةيركفلا بهاذلما فلتمخ ىدل ةيملاسلإا ةعيرشلا اهتعضو دويق دوجو لىإ ةساردلا هذه جئاتن يرشت  
ةطبار في دلوي لم لفطلا نلأ جاوزلا رمأ ليو نوكي نأ نكيم لا يجولويبلا بلأا نأ يهو ،ينيعرشلا يرغ لافطلأا  

46 مقر ةيروتسدلا ةمكلمحا رارق في ةبوتكلما هدعاوقب يعضولا نوناقلاو ،ةيعرش جاوز /PUU-VIII/2010 
تاودأ مادختس� كلذ تابثإ نكمأ اذإ ةيندم تاقلاع مله نوكت نأ نكيم ينيعرشلا يرغ لافطلأا نأ ىلع صني  

ةروطتم . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  

  Indoneìsia adalah neìgara yang meìmiliki peìnduìduìk yang banyak, di 

antaranya adalah anak-anak, reìmaja, deìwasa, hingga kalangan lanjuìt uìsia. 

Dalam hal ini teìntuìnya beìragam tata sosial masyarakat dan peìrgauìlan yang 

beìrbeìda.  

 Seìmakin beìrkeìmbangnya zaman peìrgauìlan pada reìmaja dan deìwasa 

ini meìngalami keìmajuìan yang sangat signifikan deìngan adanya teìknologi 

yang seìmakin canggih. Beìrbagai platform sosial teìlah meìnjadi wadah uìntuìk 

beìrinteìraksi satuì sama lain. Teìntuìnya deìngan adanya teìknologi yang 

seìmakin canggih meìmiliki dampak positif dan neìgatif yang beìrpeìngaruìh 

pada kalangan reìmaja dan deìwasa ini.  

Dampak positifnya adalah meìmuìdahkan uìntuìk beìrinteìraksi satuì 

sama lain, meìnambah peìngeìtahuìan, meìmpeìrdalam skil, dan lainnya. Seìlain 

ituì ada puìla dampak neìgatif yang sangat beìrpeìngaruìh pada kalangan reìmaja 

dan deìwasa ini. Seìpeìrti halnya meìnonton videìo-videìo porno atauì peìrbuìatan-

peìrbuìatan seìksuìal lainnya. Peìrgauìlan beìbas pada reìmaja dan deìwasa ini 

dapat meìngakibatkan beìbeìrapa hal yang tidak diinginkan, seìpeìrti hamil di 

luìar kawin. Peìristiwa  hamil di luìar nikah yang akan meìlahirkan anak luìar 

kawin ini seìring kali meìnimbuìlkan masalah huìkuìm yang kompleìks, 

teìruìtama dalam hal statuìs nasab dan hak-hak anak. 
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Beberapa waktu lalu, pelayanan Kemenag Kota Malang yang 

terdapat di MPP melayani sebuah kasus yang serupa yakni ada seorang 

wanita yang ingin menikah dengan bertanya apa saja yang perlu 

dipersiapkan berkas untuk pernikahan tersebut. Lalu wanita tersebut 

menunjukkan bahwasanya akta kelahiran wanita tersebut hanya tercantum 

nama ibunya saja. Pihak kemenag pun menjelaskan bagaimana prosedur 

pernikahan untuk kasus yang dialami wanita tersebut.  

Dalam huìkuìm Islam, anak luìar kawin ini tidak meìmiliki huìbuìngan 

nasab deìngan ayah biologisnya. Seìdangkan peìrkawinan seìorang anak 

meìmbuìtuìhkan seìorang wali uìntuìk meìmeìnuìhi ruìkuìn agar peìrkawinannya 

sah. Hal teìrseìbuìt suìdah diteìgaskan dalam pasal 19 Kompilasi Huìkuìm Islam 

(KHI), dinyatakan bahwa wali nikah dalam peìrkawinan meìruìpakan ruìkuìn 

yang haruìs dipeìnuìhi bagi seìorang calon meìmpeìlai wanita yang ingin 

meìlangsuìngkan peìrkawinan.1  

Beìrbicara meìngeìnai wali nikah dalam peìrkawinan, seìorang wali 

nikah teìrseìbuìt adalah seìseìorang yang meìmiliki ikatan darah deìngan calon 

meìmpeìlai wanita biasanya adalah ayah biologisnya.2 Seìhingga dalam 

peìrkawinan anak luìar  teìrseìbuìt meìnimbuìlkan kontroveìrsi yang beìrkaitan 

deìngan sah atauì tidaknya seìbuìah akad dan hak-hak anak lainnya yang 

seìharuìsnya didapatkan seìpeìrti anak-anak sah. 

Beìrbeìda dalam kacamata huìkuìm positif di Indoneìsia yang mana ada 

reìguìlasi  puìtuìsan MK No. 46/PUìUì-VIII/2010 yang mana bagi anak di luìar 

 
1 Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Bab III Tentang Wali Nikah  
2 Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h 300  
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kawin masih dibeìri toleìransi uìntuìk meìndapatkan hak-hak dan statuìs nasab 

keìpada ayah biologisnya meìlaluìi proseìs-proseìs yang teìlah diteìntuìkan, 

meìskipuìn hak-hak yang didapatkan akan teìrbatas.  

Deìngan meìlihat peìrsoalan yang kompleìks di atas peìneìliti dapat 

meìngideìntifikasi peìrbeìdaan dalam huìkuìm positif dan huìkuìm Islam 

meìngeìnai hak-hak yang dipeìroleìh anak luìar nikah. Dari peìmaparan latar 

beìlakang teìrseìbuìt maka peìnuìlis teìrtarik uìntuìk meìlakuìkan peìneìlitian deìngan 

juìduìl “Huìkuìm Meìngawinkan Anak Luìar Nikah Oleìh Ayah Biologisnya 

Stuìdi Komparasi Huìkuìm Positif dan Huìkuìm Islam” deìngan 

meìmbandingkan antara Huìkuìm Positif dan Huìkuìm Islam.  

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pandangan fuqoha terhadap perwalian anak luar kawin 

karena zina oleh ayah biologisnya?  

2. Bagaimana implikasi atas putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 

terhadap perkawinan anak luar kawin? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Uìntuìk meìndeìskripsikan bagaimana pandangan fuqoha dalam 

menyikapi masalah perwalian anak luar kawin   

2. Uìntuìk meìnganalisis implikasi putusan MK No.. 46/PUU-VIII/2010 

terhadap perkawinan anak luar kawin  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teìoritis 
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a. Dalam peìneìlitian ini diharapkan dapat meìmbeìrikan kontribuìsi teìrhadap 

peìngeìtahuìan dan peìmahaman peìmbaca meìngeìnai huìkuìm keìluìarga, 

khuìsuìsnya pada wali nikah dan hak anak di luìar kawin. 

b. Deìngan adanya peìneìlitian ini dapat meìnjadi suìmbeìr atauì bahan reìfeìreìnsi 

bagi peìneìlitian seìlanjuìtnya pada bidang huìkuìm keìluìarga Islam  

c. Dapat meìningkatkan keìsadaran masyarakat teìrhadap peìntingnya reìguìlasi 

yang meìngatuìr meìngeìnai peìrnikahan, khuìsuìsnya dalam konteìks anak 

luìar kawin 

2. Manfaat Praktis  

Seìcara praktis dalam peìneìlitian ini dapat meìmbeìrikan manfaat dan 

dapat meìnambah peìngeìtahuìan peìmbaca, seìrta diharapkan peìneìlitian ini 

dapat dijadikan peìdoman atauì bahan acuìan bagi peìmbaca yang masih awam 

atauì kuìrang meìngeìtahuìi meìngeìnai peìntingnya meìmpeìrhatikan wali 

peìrnikahan dan hak anak luìar nikah.  

E. Definisi Operasional 
 

 Deìfinisi opeìrasional dalam seìbuìah peìneìlitian ini beìrisi kuìmpuìlan-

kuìmpuìlan dari kata kuìnci yang seìring diseìbuìtkan dalam peìneìlitian ini yang 

meìmiliki fuìngsi agar meìmpeìrmuìdah peìmbaca dalam meìmahami kata yang 

teìrdapat dalam tuìlisan yang diteìliti.  

1. Wali adalah dalam liteìratuìr fikih Islam diseìbuìt deìngan istilah 

walayah, yang mana meìmiliki arti peìnguìasaan dan peìrlinduìngan. 

Jadi dapat disimpuìlkan bahwa arti dari wali adalah peìnguìasaan 

peìnuìh yang dibeìrikan oleìh agama keìpada seìseìorang uìntuìk 
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meìnguìasai dan meìlinduìngi orang atauì barang. Dan orang yang 

dibeìri keìkuìasaan peìrwalian diseìbuìt deìngan wali.3 

2. Ayah Biologis adalah ayah kanduìng dari seìorang anak yang beìrarti 

hasil dari huìbuìngan seìksuìal yang meìnyeìbabkan keìhamilan deìngan 

adanya ikatan peìrkawinan.  

3. Anak luìar kawin adalah anak yang dilahirkan dari keìhamilan 

seìorang wanita tanpa adanya ikatan peìrkawinan. Orang tuìa dari anak 

teìrseìbuìt keìduìanya tidak meìmiliki ikatan peìrkawinan deìngan pihak 

lainnya. 

4. Anak zina, meìnuìruìt KUìHPeìrdata adalah anak yang lahir dari 

huìbuìngan di mana salah satuì atauì keìduìa orang tuìanya masih teìrikat 

deìngan peìrkawinan yang sah deìngan pihak lainnya.  

5. Anak sah, meìnuìruìt KHI Pasal 99 adalah anak yang dilahirkan dari 

peìrkawinan yang sah dan hasil huìbuìngan seìksuìal dari suìami dan istri 

teìrseìbuìt.  

F. Metode Penelitian 

1.   Jenis Penelitian  
 Peìneìlitian ini meìruìpakan jeìnis peìneìlitian huìkuìm normatif atauì 

kajian keìpuìstakaan kareìna peìneìlitian ini dilaksanakan deìngan 

meìngguìnakan beìrbagai liteìratuìr beìruìpa buìkuì, juìrnal, kitab fikih, dan 

lainnya. Peìneìlitian ini diseìbuìt juìga deìngan peìneìlitian doktrinal yang beìrsifat 

 
3 Masfufah,Siti Himmatul Masfufah, “ Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh 
Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi’i,” Celestial Law Journal, no. 1(2023): 46 
https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/download/288/216 
 

https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/download/288/216
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normatif, atauì peìneìlitian yuìridis normatif. Pada dasarnya peìneìlitian 

normatif ini adalah suìatuì keìgiatan yang akan meìngkaji aspeìk-aspeìk yang 

beìrguìna uìntuìk meìnyeìleìsaikan masalah-masalah yang akan diteìliti4.  

Objeìk peìneìlitian ini adalah meìmbandingkan meìngeìnai keìabsahan 

wali bagi anak peìreìmpuìan luìar nikah dalam Huìkuìm positif dalam puìtuìsan 

MK no. 46/PUìUì-VIII/2010  dan Huìkuìm Islam meìnuìruìt Fuqoha. Keìteìntuìan 

meìngeìnai wali adalah teìrmasuìk keì dalam ruìkuìn-ruìkuìn yang haruìs dipeìnuìhi 

uìntuìk meìlangsuìngkan peìrnikahan.  

2. Pendekatan Penelitian  

Peìneìlitian ini meìngguìnakan jeìnis pendekatan peìneìlitian 

peìrbandingan atauì komparatif. Dalam jeìnis peìneìlitian komparatif ini 

peìneìliti meìmbandingkan antara Huìkuìm Positif dan Huìkuìm Islam apakah 

ada peìrbeìdaan dan peìrsamaan dalam beìbeìrapa aspeìk.5 Deìngan adanya jeìnis 

peìneìlitian komparatif ini peìneìliti dapat meìngeìtahuìi huìkuìm keìabsahan ayah 

biologis uìntuìk anak peìreìmpuìan luìar nikah yang akan meìnjadi wali dalam 

huìkuìm Positif dan Huìkuìm Islam. 

3. Data dan Sumber Data  

Meìnuìruìt Soeìrjono Soeìkanto, data adalah kuìmpuìlan informasi dari 

beìrbagai suìmbeìr yang dipeìrluìkan uìntuìk meìlakuìkan suìatuì peìneìlitian, data 

teìrdiri dari duìa suìmbeìr, antara lain data lapangan dan keìpuìstakaan. Dalam 

peìneìlitian ini, data yang diguìnakan uìntuìk meìnyeìleìsaikan masalah adalah 

 
4 Kornelius Benuf, Muhammad Azhar,” Metodologi Hukum Sebagai Instrumen Mengurai 
Permasalahan Hukum Kontemporer,” Jurnal Gema Keadilan, 2020 
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859  
5 Elvera, Yesita Astarina, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: ANDI, 2021) 18  

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859
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data seìkuìndeìr (keìpuìstakaan). Data seìkuìndeìr ini biasa diseìbuìt deìngan data 

yang beìrsuìmbeìr dari bahan puìstaka yang didapatkan dari beìrbagai suìmbeìr 

bacaan yang beìrkaitan deìngan masalah yang diteìliti. Suìmbeìr data seìkuìndeìr 

yang diguìnakan dalam peìneìlitian dibagi meìnjadi beìrbagai jeìnis, antara lain:  

a. Bahan huìkuìm primeìr, yaituì bahan huìkuìm yang meìmiliki keìkuìatan huìkuìm 

meìngikat seìpeìrti peìratuìran peìruìndang-uìndangan yang beìrkaitan deìngan 

masalah yang diteìliti dalam peìneìlitian ini, di antaranya :  

1. Alquìran  

2. Hadits  

3. Uìndang-Uìndang Nomor 1 Tahuìn 1974 Teìntang Peìrkawinan  

4. Puìtuìsan MK Nomor 46 /PUìUì-VIII/2010 

5. Kompilasi Huìkuìm Islam  

b. Bahan huìkuìm seìkuìndeìr, yaituì bahan huìkuìm yang meìnjeìlaskan leìbih rinci 

teìrkait bahan huìkuìm primeìr. Maksuìdnya adalah deìngan adanya bahan 

huìkuìm seìkuìndeìr ini dapat meìmbeìrikan peìnjeìlasan yang muìdah dipahami 

dari suìmbeìr huìkuìm primeìr. Bahan-bahan huìkuìm seìkuìndeìr yang diguìnakan 

dalam peìneìlitian ini dipeìroleìh dari bahan keìpuìstakaan, beìruìpa buìkuì-buìkuì 

ilmuì huìkuìm, buìkuì-buìkuì fikih (Fikih Suìnah karya Sayyid Sabiq, Fiqh Islam 

Wa Adillatuìhuì karya Wahbah Az Zuìhaili, dll), buìkuì-buìkuì yang beìrkaitan 

deìngan masalah yang dibahas.  

c. Bahan huìkuìm teìrsieìr, yaituì bahan huìkuìm yang beìrtuìjuìan seìbagai peìleìngkap 

dan peìnjeìlasan leìbih rinci teìrhadap suìmbeìr huìkuìm primeìr dan seìkuìndeìr, 
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seìpeìrti juìrnal-juìrnal peìneìlitian dari inteìrneìt dan bahan-bahan lainnya yang 

beìrsifat karya ilmiah dan beìrkaitan deìngan masalah yang diteìliti.  

4. Metode Pengumpulan Data  

Meìtodeì peìnguìmpuìlan data dalam peìneìlitian ini dilakuìkan deìngan 

meìtodeì stuìdi keìpuìstakaan atauì diseìbuìt deìngan library reìseìarch. Meìtodeì 

stuìdi keìpuìstakaan ini dapat diartikan seìbagai peìneìlaah teìrhadap informasi 

teìrtuìlis teìntang huìkuìm yang beìrasal dari beìrbagai suìmbeìr seìrta teìlah 

dipuìblikasikan seìcara luìas dan uìmuìm. Peìneìlitian deìngan meìngguìnakan 

meìtodeì stuìdi keìpuìstakaan ini dilakuìkan deìngan meìngideìntifikasi suìmbeìr-

suìmbeìr teìrleìbih dahuìluì baik suìmbeìr data mauìpuìn bahan huìkuìm yang 

diguìnakan. Adapuìn tahapan-tahapan teìrseìbuìt, yakni:  

a. Peìneìntuìan suìmbeìr data stuìdi keìpuìstakaan  

b. Ideìntifikasi data stuìdi keìpuìstakaan 

c. Meìnandai dan meìnyimpan data yang seìsuìai deìngan ruìmuìsan masalah  

d. Peìmeìriksaan data yang suìdah teìrkuìmpuìl yang beìrtuìjuìan uìntuìk 

meìmpeìrmuìdah uìntuìk keìbuìtuìhan suìmbeìr huìkuìm deìngan peìneìlitian ini.  

5. Metode Pengolahan Data  

Peìngolahan data adalah proseìs peìmeìriksaan keìleìngkapan data agar 

reìleìvan deìngan peìrmasalahan yang muìncuìl pada hasil peìnguìmpuìlan data. 

Seìlanjuìtnya data teìrseìbuìt dipeìriksa meìngeìnai keìleìngkapannya. Adapuìn 

proseìduìr proseìs peìngolahan data, antara lain :  

a. Peìmeìriksaan Data  
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Tahap peìmeìriksaan data beìrtuìjuìan uìntuìk meìmastikan keìseìsuìaian, 

keìjeìlasan, dan keìleìngkapan data yang dipeìroleìh dari peìneìlitian 

keìpuìstakaan. Dan pada tahapan ini data yang diteìrima juìga 

diseìdeìrhanakan agar leìbih muìdah dipahami peìmbaca  

b. Klasifikasi Data  

Pada tahap ini diguìnakan uìntuìk meìngeìlompokkan dan meìmilih data yang 

disajikan, guìna uìntuìk meìmilih data yang reìleìvan agar seìsuìai deìngan 

pokok peìmbahasan. 

c. Veìrifikasi Data  

Adanya tahapan ini uìntuìk meìmastikan atauì meìneìliti keìmbali agar yakin 

bahwa proseìs peìngambilan data seìsuìai deìngan peìrmasalahan.  

d. Analisis Data  

Tahapan ini adalah tahap yang mana paling peìnting kareìna data primeìr 

dan seìkuìndeìr akan diolah dalam peìmbahasan dan dijeìlaskan seìcara rinci.  

e. Keìsimpuìlan  

Pada tahapan ini beìrisi meìngeìnai ringkasan dari analisis peìmbahasan 

yang teìlah dipaparkan dan disimpuìlkan seìcara singkat dan jeìlas.  

 

G. Penelitian Terdahulu 
Peìneìlitian teìrdahuìluì meìruìpakan peìneìlitian yang teìlah seìleìsai 

dilakuìkan seìbeìluìm peìneìliti, seìhingga dijadikan seìbagai bahan reìfeìreìnsi dan 

peìrbandingan uìntuìk meìnyeìleìsaikan seìbuìah peìneìlitian. Peìrbandingan yang 

dimaksuìd yaituì meìlihat peìrsamaan mauìpuìn peìrbeìdaan dalam konteìks jeìnis 

peìrmasalahan seìrta peìmbahasan. Guìna meìmbuìktikan bahwa peìneìlitian 
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yang dilakuìkan peìneìliti beìluìm peìrnah dilakuìkan oleìh peìneìliti-peìneìliti 

seìbeìluìmnya. Deìngan deìmikian, beìrikuìt beìbeìrapa hasil peìneìlitian yang 

beìrkaitan deìngan peìmbahasan yang akan diteìliti: 

Peìrtama, Miss Haraneìeì Deìnmani (2017), “Huìkuìm Meìnikahkan 

Anak Peìreìmpuìan Luìar Nikah Oleìh Ayah Biologisnya Meìnuìruìt Imam Syafii 

(Stuìdi Kasuìs di kampuìng Keìrisik Pattani Thailand” Skripsi Program Stuìdi 

Al Ahwal As Syakhsiyyah, Uìniveìrsitas Islam Neìgeìri Suìmateìra Uìtara 

Meìdan6. Skripsi ini meìmbahas meìngeìnai reìalitas masyarakat yang 

meìnikahkan anak luìar nikahnya laluì dianalisis meìngguìnakan pandangan 

Imam Syafii uìntuìk meìngeìtahuìi huìkuìm seìcara sahnya.  

Keìduìa, Reìdi Tauìfiquìr Rahman (2023), “ Peìneìtapan Keìabsahan Wali 

Ayah Biologis Bagi Anak Peìreìmpuìan Luìar Nikah Peìrspeìktif Huìkuìm Islam 

( Stuìdi Kasuìs KUìA Gruìjuìgan Bondowoso)”, Skripsi Program Stuìdi Huìkuìm 

Keìluìarga , Uìniveìrsitas Islam Neìgeìri Kiai Achmad Siddiq Jeìmbeìr7. Skripsi 

ini meìmbahas meìngeìnai proseìduìr keìabsahan wali bagi anak peìreìmpuìan luìar 

nikah di KUìA Gruìjuìgan Bondowoso. Laluì meìnganalisis peìrmasalahan 

teìrseìbuìt meìngguìnakan pandangan huìkuìm Islam deìngan meìnjeìlaskan uìruìtan 

nasab yang sah meìnuìruìt Islam.  

 
6 Miss Haranee Denmani, “Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah 
Biologisnya Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus di kampung Kerisik Pattani Thailand),” Skripsi 
Program Studi Al Ahwal As Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2017) 
http://repository.uinsu.ac.id/3157/1/SKRIPSI%20MISS%20HARANEE%20DENMANI%2021.15
.5.145.pdf  
7 Redi Taufiqur Rahman, “ Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Perempuan Luar 
Nikah Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus KUA Grujugan Bondowoso)”, Skripsi Program Studi 
Hukum Keluarga , Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember (2023) 
http://digilib.uinkhas.ac.id/31997/1/Skripsi%20Redi%20Taufiqur%20Rahman%20watermark.pdf  
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Keìtiga, Trisna Muìliana (2021), “ Tinjauìan Huìkuìm Islam Teìrhadap 

Peìneìntuìan Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat Keìhamilan dil uìar nikah 

pada KUìA Keìcamatan Tampan Peìkanbaruì” Skripsi Program Stuìdi Huìkuìm 

Keìluìarga, Uìniveìrsitas Islam Neìgeìri Suìltan Syarif Kasim Riauì Peìkanbaruì.8 

Skripsi ini meìmbahas meìngeìnai peìneìntuìan wali bagi anak luìar nikah dalam 

pandangan Huìkuìm Islam di dalamnya ada KHI dan eìmpat mazhab yang 

mana meìnjeìlaskan meìngeìnai peìngeìrtian wali, syarat-syarat wali, dan 

macam-macam wali. 

Keìeìmpat, Zainuìl Muì’ieìn, Eìmilia Rossa, Lilik Handayani, dan Dinda 

Feìbriana Puìtri (2021),” Analisis Statuìs Anak Luìar Kawin Teìrhadap Orang 

Tuìanya : Stuìdi Komparatif Huìkuìm Islam dan Huìkuìm Positif” HAKAM 

juìrnal Kajian Huìkuìm Islam, Uìniveìrsitas Nuìruìl Jadid.9 Juìrnal ini meìmbahas 

meìngeìnai keìduìduìkan atauì statuìs huìkuìm anak luìar kawin dalam peìrspeìktif 

Huìkuìm Positif dan Huìkuìm Islam. 

Keìlima, Idris, Muìhammad Isa (2023),”Huìbuìngan Keìpeìrdataan 

Ayah Dan Anak Biologisnya (Stuìdi Komparasi UìUì Peìrkawinan Asia 

Teìnggara Dan Timuìr Teìngah)” Sophisticateìd, Juìrnal Peìmikiran Politik 

Islam.10 Juìrnal ini meìmbahas meìngeìnai huìbuìngan keìpeìrdataan ayah dan 

 
8 Trisna Muliana, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat 
Kehamilah diluar nikah pada KUA Kecamatan Tampan Pekanbaru” Skripsi Program Studi Hukum 
Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2021) 
https://repository.uin-suska.ac.id/50578/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf  
9 Zainul Mu’ien, dkk ,” Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya : Studi 
Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif,” HAKAM jurnal Kajian Hukum Islam, Universitas 
Nurul Jadid (2021) https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/download/2261/948  
10 Idris, Muhammad Isa, “ Hubungan Keperdatan Ayah dan Anak Biologisnya (studi Komparasi 
UU Perkawinan Asia Tenggara dan Timur Tengah),” Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam 
https://sophisticated.fusa.uinjambi.ac.id/index.php/ppi_uinjambi_2022/article/download/32/16/23  

https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/download/2261/948
https://sophisticated.fusa.uinjambi.ac.id/index.php/ppi_uinjambi_2022/article/download/32/16/23
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anak biologisnya deìngan meìmbandingkan antara UìUì Peìrkawinan di Asia 

Teìnggara dan Timuìr teìngah. Dalam juìrnal ini juìga meìmbahas meìncakuìp 

nasab, waris, dan hak-hak anak lainnya.  

Tabel 

Penelitian Terdahulu 

No.  Judul 
Penelitian  

Nama Peneliti Perbedaan  Persamaan  

1.  Huìkuìm 
meìnikahkan 
anak peìreìmpuìan 
luìar nikah oleìh 
ayah biologisnya 
meìnuìruìt Imam 
Syafi’i (Stuìdi 
kasuìs di 
kampuìng 
Keìreìsik Pattani 
Thailand)  

Miss Haraneìeì 
Deìnmani 
(2017) Skripsi 
Program Stuìdi 
Al Ahwal Al 
Syakhsiyyah,Uì

niveìrsitas 
Islam Neìgeìri 
Suìmateìra 
Uìtara Meìdan  

1.Meìngguìnakan 
jeìnis peìneìlitian 
eìmpiris atauì stuìdi 
lapangan 
seìdangkan 
peìneìliti 
meìngguìnakan 
jeìnis peìneìlitian 
normatif yakni 
komparasi antara 
huìkuìm islam dan 
huìkuìm positif  
2.mengetahui 
realitas 
masyarakat 
Kampung 
Keresik dalam 
mengawinkan 
anak luar 
kawinnya 
3.skripsi ini 
hanya 
menganalisis 
dalam pandangan 
Imam Syafi’i 
sedangkan 
peneliti 
menganalisis 
dalam hukum 
Islam dan Hukum 
positif  
 

Meìmbahas 
meìngeìnai 
huìkuìm 
dipeìrboleìhkan 
atauì tidaknya 
meìnuìruìt Imam 
Syafi’i  
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2. Peìneìtapan 
keìabsahan wali 
ayah biologis 
bagi anak 
peìreìmpuìan luìar 
nikah peìrspeìktif 
huìkuìm Islam 
(stuìdi kasuìs 
KUìA Gruìjuìgan 
Bondowoso) 

Reìdi Tauìfiquìr 
Rahman 
(2023) Skripsi 
program stuìdi 
Huìkuìm 
Keìluìarga, 
Uìniveìrsitas 
Islam Neìgeìri 
Kiai Achmad 
Siddiq Jeìmbeìr  

1.Meìngguìnakan 
jeìnis peìneìlitian 
eìmpiris 
seìdangkan 
peìneìliti 
meìngguìnakan 
jeìnis peìneìlitian 
normatif  
2.Meìngguìnakan 
peìrspeìktif 
Huìkuìm Islam 
seìdangkan 
peìneìliti 
meìngguìnakan 
peìrspeìktif huìkuìm 
Islam dan huìkuìm 
Positif laluì 
dikomparasikan 
antar keìduìanya  

Meìmbahas 
meìngeìnai 
huìkuìm sah atauì 
tidaknya 
keìduìduìkan 
ayah biologis 
yang meìnjadi 
wali uìntuìk anak 
peìreìmpuìan luìar 
nikah  meìnuìruìt 
Huìkuìm Islam  

3. Tinjauìan huìkuìm 
Islam teìrhadap 
peìneìntuìan wali 
bagi anak yang 
lahir akibat 
keìhamilan diluìar 
nikah pada KUìA 
Keìcamatan 
Tampan 
Peìkanbaruì  

Trisna Muìliana 
(2021) Skripsi 
program stuìdi 
Huìkuìm 
Keìluìarga, 
Uìniveìrsitas 
Islam Neìgeìri 
Suìltan Syarif 
Kasim Riauì 
Peìkanbaruì  

1.Meìngguìnakan 
jeìnis peìneìlitian 
eìmpiris atauì 
lapangan dan 
peìneìliti 
meìngguìnakan 
jeìnis peìneìlitian 
normatif  
2. meìneìntuìkan 
wali bagi anak 
yang lahir akibat 
hamil diluìar 
nikah meìnuìruìt 
tinjauìan huìkuìm 
Islam seìdangkan 
peìneìliti 
meìneìntuìkan dan 
meìngkomparasik
an antara huìkuìm 
Islam dan huìkuìm 
Positif   

Meìmbahas 
meìngeìnai wali 
yang sah bagi 
anak yang lahir 
diluìar 
peìrnikahan 
dalam tinjauìan 
huìkuìm Islam  

4.  Analisis statuìs 
anak luìar kawin 
teìrhadap orang 
tuìanya : Stuìdi 

Zainuìl Muì’ieìn, 
Eìmilia Rossa, 
Lilik 
Handayani, 

meìmbahas 
meìngeìnai 
keìabsahan statuìs 
anak teìrhadap 

1.meìngguìnaka
n jeìnis 
peìneìlitian 
normatif  
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komparatif 
antara huìkuìm 
Positif dan 
huìkuìm Islam  

Dinda 
Feìbrianti Puìtri 
(2021) 
HAKAM, 
Juìrnal Kajian 
Huìkuìm Islam, 
Uìniveìrsitas 
Nuìruìl Jadid  

orang tuìanya 
seìdangkan 
peìneìliti 
meìmbahas 
meìngeìnai 
keìabsahan ayah 
biologis uìntuìk 
meìnjadi wali 
anak luìar kawin  

2.meìngkompar
asikan antara 
Huìkuìm Islam 
dan Huìkuìm 
Positif  

5. Huìbuìngan 
Keìpeìrdataan 
Ayah dan Anak 
Biologisnya 
(Stuìdi 
Komparasi UìUì 
Peìrkawinan Asia 
Teìnggara dan 
Timuìr Teìngah) 

Sophisticateìd, 
Juìrnal 
Peìmikiran 
Politik Islam 

1. dalam juìrnal 
ini meìmbahas 
meìngeìnai 
keìpeìrdataan ayah 
dan anak biologis 
yang meìlipuìti 
waris, peìrwalian, 
dan hak-hak anak 
lainnya deìngan 
meìngguìnakan 
stuìdi 
peìrbandingan 
UìUì Peìrkawinan 
Asia teìnggara 
dan Timuìr 
Teìngah yang 
mana meìnjadi 
leìbih luìas 
huìkuìmnya 
2. dalam juìrnal 
ini kareìna 
meìmbandingkan 
deìngan Peìratuìran 
Timuìr Teìngah 
jadi meìnganuìt 
pada huìkuìm-
huìkuìm 
peìrkawinan yang 
ada pada kitab-
kitab fiqh 
madzhab yang 
dianuìt dan 
ditangani oleìh 
para uìlama 
keìagamaan yang 

1. Meìmbahas 
meìngeìnai hak 
anak dan ayah 
biologisnya 
seìpeìrti hak-hak 
keìpeìrdataan 
anak. 
2. dalam UìUì 
Peìrkawinan 
Asia Teìnggara 
meìmbahas juìga 
meìngeìnai 
Puìtuìsan MK 
No. 46/PUìUì-
VIII/2010 yang 
mana pada 
peìneìlitian ini 
juìga meìmbahas 
meìngeìnai 
puìtuìsan 
teìrseìbuìt. 
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dianggap 
beìrweìnang. 

 

H. Sistematika Penulisan  
Dalam peìneìlitian ini, agar meìmpeìrmuìdah peìmbahasan uìntuìk 

dipahami dan peìnyuìsuìnan laporan meìnjadi leìbih sisteìmatis maka peìneìliti 

meìnyajikan sisteìmatika peìnuìlisan meìnjadi 4 bab, seìbagai beìrikuìt :  

Bab I : Pada Bab peìrtama beìrisi peìndahuìluìan, yang mana meìnjeìlaskan 

meìngeìnai gambaran uìmuìm yang beìrkaitan deìngan latar beìlakang 

peìrmasalahan yang diteìliti, ruìmuìsan masalah, tuìjuìan peìneìlitian, manfaat 

peìneìlitian, deìfinisi opeìrasional, peìneìlitian teìrdahuìluì, keìrangka teìori, meìtodeì 

peìneìlitian dan sisteìmatika peìnuìlisan. Pada bab I ini leìbih ringkasnya 

meìmbahas meìngeìnai peìngantar mateìri uìntuìk dibahas leìbih lanjuìt.  

Bab II : Pada Bab keìduìa ini beìrisi teìntang tinjauìan puìstaka yang mana di 

dalamnya meìnjeìlaskan meìngeìnai konseìp-konseìp yuìridis seìbagai landasan 

teìoritis uìntuìk peìngkajian dan analisis masalah. Landasan konseìp dan teìori 

yang dipilih akan diguìnakan uìntuìk meìnganalisis seìtiap peìrmasalahan yang 

diangkat dalam peìnuìlisan ini. Dalam kajian puìstaka peìneìlitian ini 

meìmbahas meìngeìnai Huìkuìm Meìngawinkan Anak Luìar Kawin, Stuìdi 

Peìrbandingan Huìkuìm Positif dan Huìkuìm Islam.  

Bab III : Pada Bab keìtiga ini meìnjeìlaskan hasil peìneìlitian dan peìmbahasan 

teìntang tinjauìan meìnuìruìt Huìkuìm Positif dan Huìkuìm Islam meìngeìnai anak 

luìar nikah yang dikawinkan oleìh ayah biologinya. 
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Bab IV : Pada Bab keìeìmpat ini beìrisi meìngeìnai keìsimpuìlan yang diambil 

dari keìseìluìruìhan uìraian yang ada dalam peìneìlitian ini dan juìga teìrdapat 

saran seìrta peìnuìtuìp. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Dasar-dasar umum perkawinan  

Peìrkawinan pada uìmuìmnya dikeìnal deìngan adanya ikatan suìami dan istri 

yang teìrjalin meìlaluìi peìristiwa yang sakral yaituì akad nikah. Dalam Uìndang-

Uìndang Peìrkawinan No. 1 tahuìn 1974 Pasal 1 dijeìlaskan bahwa “ peìrkawinan 

adalah ikatan lahir batin, antara seìorang pria dan wanita seìbagai suìami istri uìntuìk 

meìncapai beìrbagai tuìjuìan salah satuìnya yaituì meìmbeìntuìk keìluìarga atauì ruìmah 

tangga yang bahagia dan keìkal beìrdasarkan syariat Keìtuìhanan Yang Maha 

Eìsa”.11  

Seìlain dijeìlaskan dalam Uìndang-Uìndang Peìrkawinan deìfinisi peìrkawinan 

ini juìga dijeìlaskan dalam Kompilasi Huìkuìm Islam (KHI) pada Bab II Teìntang 

dasar-dasar peìrkawinan pasal 2 bahwasanya “peìrkawinan meìnuìruìt huìkuìm Islam 

adalah peìrnikahan, yakni akad yang sangat kuìat atauì missaqan ghalidhan yang 

beìrtuìjuìan uìntuìk meìnaati peìrintah Allah dan bagi orang yang meìlaksanakannya 

meìruìpakan ibadah”. Seìlanjuìtnya pada Pasal 3 dijeìlaskan bahwa “Peìrkawinan 

beìrtuìjuìan uìntuìk meìwuìjuìdkan keìhiduìpan ruìmah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah”.12 

Namuìn meìnuìruìt juìmhuìr uìlama huìkuìm meìnikah bagi masing-masing orang 

dapat beìrbeìda, antara lain:  

a. Wajib. Huìkuìm ini beìrlakuì apabila meìreìka yang teìlah mampuì meìlaksanakan 

nikah, mampuì meìmbeìri nafkah pada istri dan keìluìarganya, seìrta mampuì 

uìntuìk meìmeìnuìhi hak dan keìwajibannya. Apabila tidak meìnikah maka 

khawatir teìrjeìruìmuìs dalam peìrbuìatan maksiat.  

 
11 Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
12 Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan  
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b. Suìnah. Huìkuìm ini beìrlakuì apabila meìreìka mampuì dan tidak dikhawatirkan 

jatuìh pada peìrbuìatan maksiat jika tidak meìnikah.  

c. Makruìh. Huìkuìm ini beìrlakuì bagi meìreìka yang meìreìka yang khawatir beìluìm 

mampuì meìlaksanakan keìwajibannya deìngan baik seìpeìrti akan beìrbuìat 

zalim pada suìami mauìpuìn istri, namuìn tidak sampai pada tingkatan yakin. 

Meìnuìruìt pandangan uìlama syafi’iyyah huìkuìm makruìh ini beìrsangkuìtan 

deìngan orang-orang yang meìmiliki sakit, seìpeìrti pikuìn, sakit meìnahuìn, dan 

lain-lainnya. Meìnuìruìt uìlama syafi’iyyah juìga makruìh bagi laki-laki  

meìnikahi wanita yang suìdah  meìneìrima pinangan laki-laki lain, peìrnikahan 

muìhallil yang tidak disampaikan dalam akad.  

d. Haram. Huìkuìm ini beìrlakuì apabila meìreìka tidak mampuì seìcara dzahir dan 

batin. Apabila meìreìka teìtap meìlaksanakan peìrnikahan maka akan 

meìnimbuìlkan muìdharat bagi istri dan keìluìarganya.  

e. Muìbah. Huìkuìm ini beìrlakuì bagi meìreìka yang tidak ada uìnsuìr peìnghalang 

mauìpuìn peìndorong uìntuìk meìnikah.13 

Adapuìn ruìkuìn-ruìkuìn meìnikah yang peìrluì dikeìtahuìi, antara lain :  

a. Adanya meìmpeìlai pria  

b. Adanya meìmpeìlai wanita  

c. Adanya wali  

d. Adanya duìa saksi  

e. Shigat14  

 
13 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam), (Tangerang: Tira Smart, 
2019), 5-9 
14Syiar,” 5 Rukun Nikah yang Perlu Diketahui,” NU Online, 23 Oktober 2023 diakses pada 29 
September 2024  https://lampung.nu.or.id/syiar/5-rukun-nikah-yang-perlu-diketahui-hCX7J  

https://lampung.nu.or.id/syiar/5-rukun-nikah-yang-perlu-diketahui-hCX7J
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Adapuìn tuìjuìan dan hikmah peìrkawinan, dalam Islam tuìjuìan dalam 

peìrkawinan tidak hanya seìkeìdar peìmeìnuìhan nafsuì biologis atauì 

peìlampiasan nafsuì seìksuìal, teìtapi meìmiliki tuìjuìan-tuìjuìan peìnting yang 

beìrkaitan deìngan sosial, psikologi, dan spirituìal. Adapuìn tuìjuìan-tuìjuìan yang 

leìbih teìrpeìrinci, antara lain 15:  

1. Meìmeìlihara keìtuìruìnan  

2. Tiang keìluìarga 

3. Peìrisai diri manuìsia 

4. Meìlawan hawa nafsuì  

Dari ruìkuìn-ruìkuìn di atas masing-masing meìmiliki syarat teìrteìntuì, 

seìbagai beìrikuìt :  

a. Adanya meìmpeìlai pria. Dalam keìteìntuìan syariat Islam syarat meìnjadi 

meìmpeìlai pria adalah  

1. Beìragama Islam  

2. Jeìlas maksuìdnya adalah jeìlas beìrjeìnis keìlamin laki-laki  

3. Calon meìmpeìlai pria halal dikawin  

4. Calon meìmpeìlai pria keìnal deìngan meìmpeìlai wanita  

5. Tidak ada paksaan antar keìduìanya  

6. Tidak seìdang beìrihram  

7. Tidak seìdang meìmiliki istri eìmpat  

b. Syarat-syarat uìntuìk meìmpeìlai wanita, antara lain :  

 
15 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, 
Nikah, dan Talak (Jakarta: AMZAH, 2022) 39-41  
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1. Beìragama Islam atauì ahli kitab  

2. Jeìlas wanita buìkan khuìntsa (banci)  

3. Halal uìntuìk dinikahi  

4. Tidak dalam masa iddah atauì dalam ikatan peìrkawinan deìngan orang lain  

5. Tidak dipaksa  

6. Tidak dalam keìadaan ihram atauì beìrhaji  

c. Adanya wali dari meìmpeìlai wanita atauì diwakilkan dari calon meìmpeìlai 

pria atauì wakilnya deìngan syarat-syarat yang teìlah diteìntuìkan, seìbagai 

beìrikuìt :  

1. Beìragama Islam  

2. Laki-laki  

3. Baligh  

4. Beìrakal  

5. Adil  

6. Tidak boleìh cacat peìnglihatan 

7. Tidak seìdang beìrihram 

8. Mahram deìngan peìreìmpuìan yang beìrsangkuìtan 

9. Meìrdeìka 

10. Suìkareìla  

Dalam pandangan Imam Syafii seìorang peìreìmpuìan yang ingin 

meìlakuìkan peìrnikahan haruìs meìmiliki seìorang wali. Mazhab Syafii 

meìngeìnai wali ini, bagi peìreìmpuìan yang beìluìm peìrnah meìnikah, maka 

peìrnikahannya haruìs atas peìrseìtuìjuìan walinya yaituì ayah kanduìng atauì ayah 
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biologis.16 Jadi dapat ditarik keìsimpuìlan, dalam pandangan mazhab Syafii 

tidak boleìh meìnikahkan dirinya seìndiri deìngan laki-laki yang 

dikeìheìndakinya.  

Adapuìn Hadits yang meìnjeìlaskan alasan bahwasanya seìorang 

peìreìmpuìan yang baruì meìnikah haruìs diseìtuìjuìi oleìh walinya, seìbagai 

beìrikuìt: 

Sabda Rasuìluìllah Shallallahuì ‘alaihi wa sallam 

ٍ◌ّ◌ليِوَبِ َّلاإِ حَاكَنِ لاَ . 

Artinya: Tidak sah nikah keìcuìali deìngan keìbeìradaan wali.17 

Dalam Hadits teìrseìbuìt dikatakan “tidak” yang mana maksuìdnya tidak sah 

peìrnikahannya apabila tidak adanya wali. Dan peìrnikahan yang tidak 

adanya wali dianggap batal.  

Beìrbeìda deìngan pandangan Imam Hanafi meìngeìnai wali dalam 

peìrnikahan. Meìnuìruìt pandangan Imam Hanafi peìrnikahan seìorang 

peìreìmpuìan yang deìwasa dan beìrakal tanpa adanya wali maka peìrnikahan 

teìrseìbuìt dianggap sah. Kareìna meìnuìruìt Imam Hanafi peìreìmpuìan teìrseìbuìt 

dapat meìnjadi wali uìntuìk dirinya seìndiri, teìtapi deìngan catatan bahwa calon 

 
16 Muhammad Ridho, Abd Hannan,” Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam 
Hanafi,” Al Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab, no. 2 (2023) 128 
https://lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/download/322/249/1919 
 
17 Imam Az Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhori, (Bandung: Mizan, 2002), h 790  

https://lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/download/322/249/1919
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suìaminya seìkuìfuì, dan maharnya tidak kuìrang dari mahar yang beìrlakuì pada 

masyarakat seìkitarnya. 18 

Imam Hanafi beìrpeìndapat deìngan beìrdalil dalam Suìrat Al Baqarah 

ayat 232 dijeìlaskan bahwa 

ِ◌فورُعْمَلْٱبِ مهُـَنْـيـَب ا۟وْضَرَٰـَت اذَإِ َّنهُجَوَٰزْأَ نَحْكِنيَ نأَ َّنهُولُضُعْـَت لاَفَ  

Artinya: Maka janganlah kamuì (para wali) meìnghalangi meìreìka kawin lagi 

deìngan calon suìaminya.19 

Dalam hal ini Imam Hanafi meìneìgaskan bahwa peìreìmpuìan yang 

teìlah baligh dan beìrakal seìhat boleìh meìmilih seìndiri suìaminya dan boleìh 

meìnikahkan dirinya seìndiri, baik peìreìmpuìan teìrseìbuìt masih peìrawan atauì 

janda. Teìtapi apabila peìreìmpuìan teìrseìbuìt meìmilih laki-laki yang tidak 

seìkuìfuì deìngannya maka wali beìrhak meìneìntang peìrnikahan teìrseìbuìt. 

d. Adanya shigat dalam akad nikah adalah ijab dan qabuìl yang diuìcapkan 

seìcara lisan. Hal inilah yang meìnjadi peìnanda sakral dalam ikatan 

peìrkawinan . Namuìn bagi orang yang tuìna wicara maka ijab dan qabuìl dapat 

dilakuìkan deìngan isyarat tangan atauì keìpala yang dapat dipahami. Ijab 

dilakuìkan oleìh wali dari meìmpeìlai wanita seìdangkan qabuìl dilakuìkan oleìh 

meìmpeìlai pria.20  

 

 
18 Irfan, “ Wali Nikah Dalam Pandangan Madzhab Hanafi Dan Syafi’i Dan Relevansinya Dengan 
UU No. 1 Tahun 1974,” Al-Risalah, No. 2 (2015): 211 https://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/download/843/812/  
 
19  Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bekasi,Cipta Bagus Segara, 2012), 37 
20 Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah (Jakarta: Kaafah 
Learning Center, 2019) 20-22 

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/download/843/812/
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/download/843/812/
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2. Anak luar kawin 
a. Pengertian anak luar kawin  

Anak luìar kawin adalah anak yang dilahirkan dari huìbuìngan keìhamilan 

di luìar peìrnikahan. Dalam Islam anak teìrseìbuìt dapat dikatakan anak luìar 

nikah. Ada beìbeìrapa macam anak meìnuìruìt Islam, antara lain:  

1. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari keìhamilan tanpa adanya 

ikatan peìrnikahan, seìbab peìrbuìatan keìduìa beìlah pihak yang 

meìngakibatkan anak ituì lahir tanpa adanya ikatan peìrnikahan.21 

2. Anak muìla’anah adalah anak yang dilahirkan oleìh seìorang istri tapi 

keìbeìradaannya dibantah oleìh seìorang suìami. Suìami meìnuìduìh istrinya 

beìrzina deìngan leìlaki lain deìngan cara meìlakuìkan suìmpah li’an teìrhadap 

istrinya. Dalam hal ini anak teìrseìbuìt teìrpuìtuìsnya huìbuìngan nasab deìngan 

seìorang ayah.22 

3. Anak syuìbhat adalah anak yang dilahirkan dari seìorang wanita yang 

digauìli deìngan cara syuìbhat. Maksuìd syuìbhat di sini adalah huìbuìngan 

badan antara laki-laki dan peìreìmpuìan atas dasar keìkeìliruìan.23  

Seìmeìntara ituì meìnuìruìt Kitab Uìndang-Uìndang Huìkuìm 

Peìrdata(KUìHPeìrdata) anak dibagi meìnjadi beìbeìrapa bagian, antara lain:24  

1. Dalam Pasal 250 KUìHPeìrdata dijeìlaskan bahwa Anak sah, yaituì anak 

yang lahir atauì dibeìsarkan dalam suìatuì ikatan peìrkawinan.  

2. Dalam Pasal 272 KUìHPeìrdata dijeìlaskan Anak yang lahir di luìar 

peìrkawinan keìcuìali yang dilahirkan peìrzinaan. Hal teìrseìbuìt disahkan 

oleìh peìrkawinan yang meìnyuìsuìl dari ayah dan ibuì meìreìka, apabila 

 
21 Hassanain dalam Ali Mohtarom, “ Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam 
dan Hukum Positif,” Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, no. 2 (2018): 197 
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/download/1092/958/#:~:text=Pengertian%20a
nak%20luar%20nikah%20Menurut,dari%20hubungan%20yang%20tidak%20sah.  
22 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah ( Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004) 220 
23 Fahmi Al Amruzi,” Hak dan Status Anak Syubhat,” Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, 
no. 1 (2017): 4 https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/1539/1144/4262  
24 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021) 
61-68 

https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/download/1092/958/#:~:text=Pengertian%20anak%20luar%20nikah%20Menurut,dari%20hubungan%20yang%20tidak%20sah
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/download/1092/958/#:~:text=Pengertian%20anak%20luar%20nikah%20Menurut,dari%20hubungan%20yang%20tidak%20sah
https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/1539/1144/4262
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seìbeìluìm meìlakuìkan peìrkawinan meìreìka teìlah meìlakuìkan peìngakuìan 

seìcara sah teìrhadap anak teìrseìbuìt atauì apabila peìngakuìan ituì teìrjadi 

dalam akta peìrkawinannya seìndiri. 

3. Dalam Pasal 280 KUìHPeìrdata dijeìlaskan bahwa anak yang lahir di luìar 

peìrkawinan meìmpeìroleìh huìbuìngan peìrdata deìngan ayah atauì ibuìnya 

meìlaluìi peìngakuìan.  

Dalam hal ini ada beìbeìrapa yang teìrtuìlis pada KUìHPeìrdata seìbagai 

teìmpat uìntuìk peìngakuìan anak luìar kawin, antara lain:  

1) Peìngakuìan yang dilakuìkan deìngan meìngguìnakan akta peìrkawinan orang 

tuìa anak luìar kawin teìrseìbuìt. Maksuìdnya adalah dalam akta peìrkawinan ada 

klauìsuìla teìntang peìngakuìan anak meìreìka yang teìlah lahir seìbeìluìm 

meìlangsuìngkan peìrkawinan yang sah. Maksuìdnya klauìsuìla di sini adalah 

adanya peìngakuìan khuìsuìs, dalam proseìs ini ayah biologis meìngakuìi 

anaknya deìngan peìrseìtuìjuìan ibuì, dan peìngakuìan ini haruìs dicatat di Dinas 

Keìpeìnduìduìkan dan Peìncatatan Sipil (Disduìkcapil). Deìngan peìrsyaratan 

uìmuìm yakni suìrat peìrnyataan peìngakuìan anak, akta keìlahiran, dan fotokopi 

akta peìrkawinan orang tuìa.25 Dalam hal ini beìrtuìjuìan uìntuìk meìmbeìrikan 

hak-hak yang sama keìpada anak yang lahir dalam ikatan peìrkawinan yang 

sah.  

2) Peìngakuìan anak deìngan meìngguìnakan akta keìlahiran anak luìar kawin. 

 
25 Dukcapil Tanah Bumbu,” Akta Pengauan Anak DUKPENCAPIL,” 01 Januari 2020, diakses 4 
November 2024 https://disdukcapil.tanahbumbukab.go.id/2020/01/akta-pengakuan-anak-
dukpencapil.html  

https://disdukcapil.tanahbumbukab.go.id/2020/01/akta-pengakuan-anak-dukpencapil.html
https://disdukcapil.tanahbumbukab.go.id/2020/01/akta-pengakuan-anak-dukpencapil.html
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3) Peìngakuìan beìrdasarkan akta oteìntik yang khuìsuìs dibuìat uìntuìk anak 

teìrseìbuìt.26  Contohnya kasuìsnya adalah peìngajuìan peìrmohonan peìneìtapan 

asal-uìsuìl anak keìpada peìngadilan, seìlanjuìtnya instansi peìncatat keìlahiran 

akan meìneìrbitkan akta keìlahiran bagi anak teìrseìbuìt.  

b. Kedudukan anak luar nikah dalam Islam  

Keìduìduìkan anak luìar nikah meìnuìruìt Islam yang mana seìcara istilah 

anak yang sah adalah anak yang lahir deìngan adanya ikatan peìrkawinan. 

Sahnya sorang anak akan meìneìntuìkan huìbuìngan nasab deìngan ayah 

biologisnya. Nasab hanya dapat dipeìroleìh deìngan tiga seìbab yakni:  

1. Huìbuìngan peìrkawinan yang sah 

2. Peìrkawinan yang fasid, maksuìd fasid di sini adalah tidak sah atauì batal.  

3. Meìlaluìi huìbuìngan badan seìcara syuìbhat27  

Adapuìn peìnjeìlasan dari tiga seìbab di atas yakni:  

1. Peìrkawinan yang sah, maksuìdnya adalah para fuìqaha’ meìnyeìpakati 

bahwa anak yang teìrlahir dari rahim seìorang wanita deìngan ikatan 

peìrkawinan yang Shahih atauì sah, nasabnya dikeìmbalikan pada suìami 

dari wanita teìrseìbuìt.  

2. Peìrkawinan yang fasid, peìnisbatan nasab anak dalam peìrkawinan fasid 

sama seìpeìrti halnya dalam peìrkawinan yang sah kareìna peìneìntuìan nasab 

dapat meìnjaga keìlangsuìngan hiduìp bagi anak teìrseìbuìt. Syarat peìneìntuìan 

nasab dalam peìrkawinan fasid ini adalah  

 
26 R. Youdhea S. Kumoro,” Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut 
KUHPerdata,” Lex Crimen, no.2 (2017): 14 https://media.neliti.com/media/publications/146191-
ID-hak-dan-kedudukan-anak-luar-nikah-dalam.pdf  
27 Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Soleman, Dedi Sumanto,” Status Hukum Anak Luar Nikah 
Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” As-Syams: Journal Hukum Islam, no.1 
(2021): 19 https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/193/260  

https://media.neliti.com/media/publications/146191-ID-hak-dan-kedudukan-anak-luar-nikah-dalam.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/146191-ID-hak-dan-kedudukan-anak-luar-nikah-dalam.pdf
https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/193/260
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a. Adanya suìami yang mampuì meìnghamili yaituì baligh. 

b. Jeìlas meìlakuìkan huìbuìngan suìami istri kareìna apabila tidak teìrjadi 

duìkhuìl atauì khalwat seìteìlah peìrkawinan fasid maka nasab anak tidak 

diikuìtkan suìami.  

c.  Apabila pihak wanita meìlahirkan anak seìbeìluìm leìwat eìnam buìlan 

dari duìkhuìl atauì khalwat maka nasab anak tidak diikuìtkan keìpada 

pihak laki-laki, hal teìrseìbuìt meìnjadi buìkti bahwa anak teìrseìbuìt 

beìrasal dari beìnih laki-laki lain. Teìtapi apabila pihak wanita 

meìlahirkan seìteìlah eìnam buìlan atauì leìbih dari duìkhuìl atauì khalwat 

maka nasab anak diikuìtkan keìpada pihak laki-laki.28 

Contoh peìrkawinan fasid di sini adalah meìnikah deìngan mahramnya, 

meìnikah tanpa adanya wali dan saksi, seìrta meìnikah deìgan sauìdara 

seìpeìrsuìsuìan.  

3. Meìlaluìi huìbuìngan badan seìcara syuìbhat atauì biasa yang diseìbuìt deìngan 

wathi’ syuìbhat. Maksuìd dari wathi’ syuìbhat ini adalah huìbuìngan 

sanggama seìlain zina, teìtapi buìkan dalam ikatan peìrkawinan yang sah 

atauì puìn fasid. Adapuìn contohnya yakni seìorang meìmpeìlai wanita yang 

dibawa puìlang keì ruìmah meìmpeìlai pria tanpa meìlihat teìrleìbih dahuìluì, 

dalam hal ini dapat dikatakan bahwa wanita teìrseìbuìt adalah istrinya dan 

keìmuìdian digauìli. Adapuìn contoh lainnya yakni seìorang suìami 

meìnggauìli peìreìmpuìan yang beìrada di atas teìmpat tiduìrnya dan 

peìreìmpuìan ituì dikira istrinya tapi teìrnyata buìkan. 29 

 
28 Wahbah Az Zuhaili, FIQH ISLAM WA ADILLATUHU, (Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 10), 36  
29 Wahbah Az Zuhaili, FIQH ISLAM WA ADILLATUHU, 32-35 
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Pada Kompilasi Huìkuìm Islam Bab IX Teìntang Keìduìduìkan anak pasal 

43 pada ayat (1) bahwasanya anak yang dilahirkan di luìar peìrkawinan hanya 

meìmpuìnyai huìbuìngan peìrdata deìngan ibuìnya dan keìluìarga ibuìnya.30 

Namuìn dalam Puìtuìsan MK Nomor 46/PUìUì-VIII/2010 dijeìlaskan 

bahwasanya Anak yang dilahirkan di luìar peìrkawinan meìmpuìnyai 

huìbuìngan peìrdata deìngan ibuìnya dan keìluìarga ibuìnya seìrta deìngan laki-laki 

seìbagai ayahnya yang dapat dibuìktikan beìrdasarkan ilmuì peìngeìtahuìan dan 

teìknologi dan/atauì alat buìkti lain meìnuìruìt huìkuìm meìmpuìnyai huìbuìngan 

darah, teìrmasuìk huìbuìngan peìrdata deìngan keìluìarga ayahnya.31  

Maksuìdnya dari puìtuìsan teìrseìbuìt adalah anak yang lahir di luìar 

peìrkawinan tidak hanya meìmiliki huìbuìngan peìrdata deìngan ibuìnya saja, 

teìtapi anak teìrseìbuìt meìmiliki huìbuìngan peìrdata deìngan ayahnya yang mana 

hal teìrseìbuìt dapat dibuìktikan meìlaluìi keìilmuìan. Dalam keìilmuìan ini dapat 

meìmbuìktikannya deìngan meìngguìnakan teìs DNA yang dapat meìngeìtahuìi 

ayah biologisnya. Adanya puìtuìsan ini beìrlakuì di seìluìruìh Indoneìsia dan 

beìrlakuì seìbagai huìkuìm positif. Kareìna puìtuìsan MK ini beìrsifat eìrga omneìs 

yang mana beìrlakuì dari sabang sampai Meìrauìkeì.   

Dalam puìtuìsan teìrseìbuìt teìntuìnya meìnimbuìlkan kontra di seìkeìliling 

masyarakat kareìna deìngan adanya puìtuìsan teìrseìbuìt sama halnya deìngan 

meìnghalalkan yang haram. Pada eìra seìkarang banyak seìkali peìristiwa-

peìristiwa yang meìnyeìleìweìng dari syariat agama Islam, seìpeìrti banyaknya 

 
30 Pasal 43 Bab XI Kompilasi Hukum Islam Tentang Kedudukan Anak  
31 Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010  
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peìrzinaan, peìrseìlingkuìhan, dan seìmacamnya. Deìngan adanya puìtuìsan ini 

laki-laki dan peìreìmpuìan yang keìrap meìlakuìkan hal-hal yang haram akan 

meìrasa teìnang kareìna meìmiliki peìrlinduìngan beìrbeìntuìk puìtuìsan ini jika 

laki-laki dan peìreìmpuìan teìrseìbuìt meìnghasilkan anak luìar nikah. Hal 

teìrseìbuìt juìga meìruìsak nilai-nilai agama dan keìsakralan dalam peìrnikahan.  

Teìtapi dalam pandangan lain adanya Puìtuìsan MK ini juìga meìmbeìrikan 

peìsan bahwa seìbaiknya anak-anak muìda leìbih beìrhati-hati dalam peìrgauìlan 

agar tidak teìrjeìruìmuìs pada hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak hanya ituì 

adanya puìtuìsan MK ini juìstruì meìmbeìrikan peìrlinduìngan pada anak yang 

lahir tanpa adanya peìrnikahan teìrseìbuìt. Deìngan meìmpeìrtimbangkan 

bahwasanya anak teìrseìbuìt lahir deìngan keìadaan tidak beìrsalah yang 

seìharuìsnya juìga dapat hak dan peìrlinduìngan yang sama deìngan anak 

lainnya.  

Puìtuìsan MK ini juìga seìbagai beìntuìk peìrsamaan di hadapan huìkuìm yang 

mana seìtiap orang beìrhak atas peìngakuìan, jaminan, peìrlinduìngan, dan 

keìpastian huìkuìm yang adil seìrta peìrlakuìan yang sama di hadapan huìkuìm. 

Atuìran teìrseìbuìt teìrcantuìm dalam Pasal 28D ayat (1) Uìndang-Uìndang 

Nomor 23 Tahuìn 2002 Teìntang Peìrlinduìngan Anak.32 

  

 
32 Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
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BAB III 

PEMBAHASAN  
 

A. Analisis pandangan Fuqoha terhadap perwalian anak luar kawin 
karena zina oleh ayah biologisnya 

 
Peìrsoalan wali nikah dalam fiqih munakahah, beìrkaitan deìngan 

politik huìkuìm di Indoneìsia kareìna ada yang namanya wali hakim. Wali 

hakim  beìrlakuì apabila tidak adanya wali nasab pada anak peìreìmpuìan yang 

ingin meìnikah. Sehingga, bagi anak luìar kawin yang ingin meìnikah haruìs 

meìngguìnakan wali hakim seìbagai wali nikahnya. Akan teìtapi, disisi lain 

teìrdapat pandangan para Fuìqoha yang beìrbeìda-beìda meìngeìnai 

peìrmasalahan ini.  

1. Meìnuìruìt Mazhab Syafii 

Pandangan Imam Syafii menyebutkan, bahwa wanita hamil boleìh 

meìnikah dalam keìadaan hamil, baik dengan laki-laki yang 

meìnghamilinya ataupun orang yang buìkan meìnghamilinya. Akan teìtapi, 

leìlaki yang buìkan meìnghamilinya tidak boleìh meìnggauìli teìrleìbih dahuìluì 

seìbeìluìm masa iddahnya habis.33 Beìrbicara meìngeìnai hak anak, 

khuìsuìsnya dalam peìrwalian, meìnuìruìt uìlama syafiiyah, seìtiap akad 

peìrkawinan dilakuìkan oleìh wali, baik peìreìmpuìan ituì deìwasa atauì masih 

keìcil, janda atauì masih peìrawan, seìhat akalnya atauì tidak seìhat. Tidak 

adanya hak sama seìkali bagi peìreìmpuìan uìntuìk meìlaksanakan 

 
33 Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, 
Jakarta: Kencana Premadamedia Group, 50  
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peìrkawinannya seìndiri.34 Adapuìn deìngan anak yang lahir dari 

peìrnikahan sirri, kareìna meìnuìruìt Islam peìrnikahan sirri teìtap sah, maka 

ayah boleìh meìnjadi wali nikah anak perempuannya.  

2. Meìnuìruìt Mazhab Hanafi 

Dalam mazhab Hanafi, bagi orang yang beìrakal, baligh, deìwasa 

mauìpuìn janda, meìreìka tidak meìmiliki hak ijbar wali. Dalam pandangan 

Imam Hanafi, wanita deìwasa dapat meìlangsuìngkan peìrkawinannya 

seìndiri tanpa adanya wali nikah deìngan syarat meìnikahnya haruìs deìngan 

orang yang seìkuìfuì dan maharnya tidak kuìrang dari mahar yang beìrlakuì 

pada masyarakat seìkitar. 35 Kuìfuì’ dalam peìrkawinan di sini beìrarti sama, 

seìdeìrajat yang mana antara laki-laki dan peìreìmpuìan sama dalam 

keìduìduìkan, seìbanding dalam tingkat sosial dan seìdeìrajat dalam akhlak 

seìrta keìkayaan. 36 

Syarat wali nikah dalam mazhab Hanafi dipeìruìntuìkkan bagi anak 

keìcil, orang gila, dan buìdak. Seìdangkan bagi orang muìkalaf, boleìh 

meìlangsuìngkan peìrkawinannya seìndiri tanpa adanya wali nikah. Dalam 

hal ini, wali nikah juìga meìmiliki hak uìntuìk meìnyanggah apabila anak 

teìrseìbuìt meìnikahnya deìngan orang yang tidak seìkuìfuì. 

3. Meìnuìruìt Mazhab Hambali 

 
34 Muhammad Ridho, Abd. Hannan,” Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi’i dan Imam 
Hanafi,” jurnal Al Muqaranah: Jurnal Perbandingan madzhab, Vol. 1, No. 2 (2023),117 
35 Abu Bakar, Abd Hannan,Haezm Mofid” Pendapat Empat Imam Madzhab Tetang Wali Nikah 
Wanita,” As-Sakinah, 2023, h 6 
https://www.lp3mzh.id/index.php/jhki/article/download/278/200/1416  
36 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah 7, (Bandung: PT Alma’arif,), 36 

https://www.lp3mzh.id/index.php/jhki/article/download/278/200/1416
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Meìnuìruìt pandangan Imam Hambali, keìbeìradaan hak ijbar wali 

dipeìrboleìhkan baik untuk gadis mauìpuìn janda. Maka dari itu, gadis 

mauìpuìn janda haruìs teìtap meìndapatkan peìngakuìan atauì izin, kareìna wali 

meìruìpakan ruìkuìn dalam peìrkawinan. Apabila tidak adanya wali dalam 

peìrkawinan maka dinyatakan tidak sah. Kareìna dalam ajaran Imam 

Hambali, sah atauì tidaknya seìbuìah peìrkawinan ituì teìrgantuìng pada 

walinya meìngizinkan atauì tidak.37  

4. Meìnuìruìt Mazhab Maliki  

Menurut pandangan Imam Maliki, hak ijbar pada wali 

dipeìrboleìhkan kareìna wali adalah ruìkuìn dalam peìrkawinan. 

Peìrkawinan tanpa adanya wali dinyatakan batal, kareìna hak ijbar pada 

wali ituì sangat meìleìkat. Deìngan adanya peìmikiran teìrseìbuìt, para 

peìnganuìt Imam Maliki teìgas meìngatakan bahwa wali meìruìpakan ruìkuìn 

nikah, sehingga apabila peìrkawinan tanpa adanya wali maka tidak bisa 

atauì batal. 38 

 
Kompilasi Huìkuìm Islam (KHI) Pada Pasal 53 menjelaskan bahwa 

diperbolehkan meìlangsuìngkan peìrkawinan bagi wanita hamil di luìar kawin deìngan 

laki-laki yang meìnghamilinya. Akan tetapi, keìteìntuìan teìrseìbuìt sama seìkali  tidak 

meìngguìguìrkan statuìs zina yang teìlah dipeìrbuìat oleìh peìlakuì. Dalam pasal 100 

 
37 Ilgi Ghoswanul Muzakka, Imaduddin Abil Fida,” Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi 
Komparasi Empat Mdzhab,” Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Nomor 1, 2023 
https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/663/690 
38 Ilgi Ghoswanul Muzakka, Imaduddin Abil Fida,” Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi 
Komparasi Empat Mdzhab,” Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Nomor 1, 2023 
https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/663/690 
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Kompilasi Huìkuìm Islam (KHI) juga menyebutkan bahwasanya anak yang lahir di 

luìar peìrkawinan hanya meìmiliki huìbuìngan nasab deìngan ibuìnya dan keìluìarga 

ibuìnya.39 

Menurut Hukum Islam, meskipun ayah biologisnya menjadi suami ibunya, 

namun antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tersebut tetap tidak memiliki 

hubungan hukum (nasab). Menurut syari’at nasab anak zina dan ayahnya sudah 

terputus sehingga berimplikasi pada hilangnya kewajiban bagi ayah biologis untuk 

memenuhi hak anak seperti waris, maupun perwalian karena keberadaan nasab 

syar’i adalah sebagai penetapan hak anak atas ayah biologisnya.  

Meìnuìruìt pandangan mazhab Syafi’i,  statuìs anak luìar kawin beìrnasab pada 

ibuìnya, meìskipuìn meìnikah deìngan seìorang laki-laki yang meìnghamilinya. Hal 

teìrseìbuìt dikaitkan deìngan peìndapat para uìlama yang meìngatakan bahwa, (jika) 

anak yang lahir di luìar peìrkawinan (dan terhitung) di bawah 6 buìlan seìteìlah 

peìrkawinan, maka anak teìrseìbuìt beìrnasab keìpada ibuìnya dan tidak bisa dinasabkan 

keìpada bapaknya. Dari pandangan fikih ini dijeìlaskan bahwa masih ada 

keìmuìngkinan seìorang anak yang lahir di luìar kawin uìntuìk beìrnasab keìpada 

bapaknya, jika mereka meìnikah dan meìlahirkan anaknya  leìbih dari 6 buìlan apabila 

tidak teìrjadi peìrzinaan seìbeìluìmnya.40  

Dalam hal ini, setiap ulama memiliki pendapat masing-masing terkait 

implikasi anak luar kawin karena zina. Mazhab Syafii memiliki pendapat bahwa 

 
39 Idris, Muhammad Isa,” Hubungan Keperdataa Ayah dan Anak Biologisnya (Studi Komparasi UU 
Perkawinan Asia Tenggara dan Timur Tengah),” Sophisticated Jurnal Pemikiran Hukum, Nomor 2, 
(2023) 
40 Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, Hukum Keluarga, Pindana dan Bisnis, (Jakarta: 
Kencana Prenadamedia Group), 51 



51 
 

 

nasab anak luar kawin terhadap ayahnya sudah terputus, karena perzinaan tidak bisa 

menjadi sebab adanya kemahraman. Menurut mazhab Syafii tidak ada perbedaan 

nasab hakiki atau syar’i dalam kasus seperti ini, atau dapat dikatakan nasabnya 

sudah terputus secara mutlak. Maka status anak tersebut adalah sebagai ajnabiyyah 

(orang asing). 

Hubungan yang terjalin antara hukum ayah biologis dan anak luar kawin 

sebagai wali nikah, para ulama sepakat bahwa laki-laki yang menyebabkan 

perempuan hamil di luar perkawinan dan melahirkan anak maka anak tersebut tidak 

memiliki hubungan nasab dengan laki-laki tersebut. Karena anak dihasilkan secara 

ilegal yaitu perzinaan, dengan demikian anak tersebut tidak memiliki ikatan syar’i 

dalam hal nasab.41 

Berdasarkan perwalian ayah dengan status biologisnya terhadap anak luar 

kawin yang mana anak tersebut lahir dengan status hubungan yang tidak sah tertera 

dalam aturan hukum, maka perwalian dari ayah biologisnya terhadap anak luar 

kawin tidak sah. 42 Adapun akibat hukum ayah biologis sebagai wali nikah anak 

luar kawin, antara lain:  

1. Tidak sahnya perkawinan  

Wali adalah penentu keabsahan dalam perkawinan. Wali hakim adalah 

wali yang ditunjuk sebagai wali bagi perkawinan anak luar kawin karena zina, 

 
41 Cut Dara Anzora,” Hukum Menikahkan Anak Perempuan Di Luar Perkawinan Oleh Ayah 
Biologisnya Menurut Perspektif Hukum Islam” skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda 
Aceh https://repository.ar-
raniry.ac.id/id/eprint/39221/1/Cut%20Dara%20Anzhora,%20200101050,%20FSH,%20HK.pdf 
42 Rini Ningsih,” Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah” 
skripsi Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh https://repository.ar-
raniry.ac.id/id/eprint/30975/1/Rini%20Ningsih,%20190101090,%20FSH,%20HK,%20081396692
71090.pdf  
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ayah biologis tidak berhak menjadi wali perkawinan anak luar kawin 

berdasarkan fakta hukum yang sudah ada. Berdasarkan Hadits Rasulullah 

SAW  bahwa “wali bagi anak yang tidak memiliki nasab maka, yang menjadi 

wali adalah sulthon (wali yuhha sulthon) yaitu penguasa atau raja”. Raja atau 

penguasa yang dimaksud dalam Hadits tersebut adalah kepala KUA yang 

berhak menjadi wali hakim atau wali perkawinan anak luar kawin tersebut.  

2. Terputusnya nasab  

Menurut istilah nasab adalah keturunan atau ikatan dalam keluarga 

sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas seperti bapak, 

kakek, nenek, ibu dan seterusnya maupun ke bawah seperti anak, cucu, dan 

seterusnya. Nasab dalam hukum Islam memiliki kualitas yang sangat penting, 

karena dengan adanya nasab maka terjadilah kehidupan yang harmonis dan 

terdapat kewajiban serta hak-hak di dalamnya yang akan menciptakan suasana 

yang damai.  

Bagi anak yang lahir di luar kawin maka anak tersebut tidak memiliki 

nasab kepada ayahnya, kakek, kakak laki-laki, dan seterusnya karena nasabnya 

telah terputus. Sehingga ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali dalam 

perkawinan anak luar kawin karena nasabnya telah terputus.  

3. Tidak saling mewarisi 

Penentuan terhadap nasab seorang anak juga mempengaruhi alasan untuk 

mewarisi. Anak yang memiliki nasab yang tidak jelas akan memiliki masalah 

juga dalam hal mewarisi. Dalam masyarakat, anak yang tidak jelas status 

nasabnya maka tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya. 
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4. Perkawinan yang tidak tercatat di negara  

Perkawinan yang tidak sah karena walinya tidak berhak menjadi wali 

memiliki akibat yang signifikan. Dalam hal tersebut apabila diteruskan maka 

perkawinannya sampai kapan pun tidak akan tercatat di KUA mana pun. KUA 

tidak akan mengeluarkan buku nikah apabila perkawinan tersebut sudah jelas 

ketidakabsahannya oleh agama dan negara. Hal tersebut sangat mempersulit 

bagi pasangan suami istri untuk mengurus surat-surat penting lainnya seperti 

kartu keluarga, akta kelahiran anak, kartu tanda penduduk, dan surat-surat 

lainnya.43  

B. Analisis implikasi atas putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap 
perkawinan anak luar kawin  

 
Puìtuìsan MK tidak hanya beìrlakuì pada pihak-pihak yang seìcara 

langsuìng beìrpeìrkara, teìtapi juìga beìrlakuì seìcara meìnyeìluìruìh teìrhadap warga 

neìgara yang tuìnduìk teìrhadap konstituìsi. Puìtuìsan MK Nomor 46/PUìUì-

VIII/2010  meìnyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luìar peìrkawinan 

hanya meìmpuìnyai huìbuìngan peìrdata deìngan ibuìnya dan keìluìarga ibuìnya”, 

hal tersebut beìrteìntangan deìngan Uìndang-Uìndang Dasar Neìgara Reìpuìblik 

Indoneìsia Tahuìn 1945. Dalam hal ini, dimaknai sebagai meìnghilangkan 

huìbuìngan peìrdata deìngan laki-laki yang dapat dibuìktikan beìrdasarkan ilmuì 

peìngeìtahuìan dan teìknologi dan/alat buìkti lain meìnuìruìt huìkuìm yang teìrnyata 

 
43Adinda Aldha Indriyana, Ramziati, Jumadiah,” Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah 
Terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa 
Fakultas Hukum (JIM FH), No.2 (2022), 114-116 
https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/download/7502/pdf#:~:text=Ayah%20biologis%20anak%20h
asil%20zina,buku%20I%20Hukum%20Perkawinan%20KHI 

https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/download/7502/pdf#:~:text=Ayah%20biologis%20anak%20hasil%20zina,buku%20I%20Hukum%20Perkawinan%20KHI
https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/download/7502/pdf#:~:text=Ayah%20biologis%20anak%20hasil%20zina,buku%20I%20Hukum%20Perkawinan%20KHI
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meìmpuìnyai huìbuìngan darah seìbagai ayahnya. Hal teìrseìbuìt meìmiliki 

implikasi keìmanuìsiaan yang sangat luìas teìrhadap statuìs dan nasib anak yang 

dilahirkan dari hasil peìrkawinan yang tidak seìsuìai deìngan UìUì 

Peìrkawinan.44  

 Puìtuìsan MK teìrseìbuìt beìrimplikasi teìrhadap hak-hak anak dan 

peìreìmpuìan yang meìlahirkan anak dari peìrkawinan “sirri” atauì peìrkawinan 

tanpa proseìduìr dan seìsuìai UìUì No. 1 Tahuìn 1974. Banyak anak yang lahir 

dari proseìs peìrkawinan  yang mana anak teìrseìbuìt tidak meìndapatkan 

nafkah, peìndidikan, dan lain-lain dari ayahnya kareìna seperti yang 

dinyatakan dalam UìUì peìrkawinan yang dimana hanya meìmiliki huìbuìngan 

darah dan keìpeìrdataan deìngan ibuìnya dan keìluìarga ibuìnya, tidak deìngan 

ayah biologisnya.  

Adanya puìtuìsan MK No. 46/PUìUì-VIII/2010 ini adanya 

peìrmohonan peìnguìjian uìndang-uìndang yang mana peìngguìgat teìlah 

meìlakuìkan peìrkawinan sirri atauì peìrkawinan yang sah meìnuìruìt agama, 

namuìn peìrkawinan teìrseìbuìt tidak teìrcacat dalam peìncatatan peìrkawinan di 

Kantor Uìruìsan Agama (KUìA). Seìteìlah peìrceìraian, peìmohon meìrasa 

diruìgikan atas akibat huìkuìm peìrkawinan teìrseìbuìt, yang mana beìrakibat 

keìpada anak (yang) tidak meìndapatkan hak konstituìsionalnya, salah satuìnya 

adalah hak keìpeìrdataan anak.  

[3.14] Meìnimbang bahwa beìrdasarkan uìraian teìrseìbuì,t, maka Pasal 

43 ayat (1) UìUì 1/1974 yang meìnyatakan, ”Anak yang dilahirkan di 

 
44 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai 
Perspektif, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia) 
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luìar peìrkawinan hanya meìmpuìnyai huìbuìngan peìrdata deìngan 

ibuìnya dan keìluìarga ibuìnya” harus dibaca, “ Anak yang dilahirkan 

di luìar peìrkawinan meìmpuìnyai huìbuìngan peìrdata deìngan ibuìnya 

dan keìluìarga ibuìnya seìrta deìngan laki-laki seìbagai ayahnya yang 

dapat dibuìktikan beìrdasarkan ilmuì peìngeìtahuìan dan teìknologi 

dan/atauì alat buìkti lain meìnuìruìt huìkuìm meìmpuìnyai huìbuìngan 

darah, teìrmasuìk huìbuìngan peìrdata deìngan keìluìarga ayahnya”. 

[3.15] Meìnimbang bahwa, beìrdasarkan seìluìruìh peìrtimbangan di 

atas, maka dalil para peìmohon seìpanjang meìnyangkuìt Pasal 2 ayat 

(2) UìUì 1/1974 tidak beìralasan meìnuìruìt huìkuìm. Adapuìn Pasal 43 

ayat (1) UìUì 1/1974 yang meìnyatakan, “ Anak yang dilahirkan di 

luìar peìrkawinan hanya meìmpuìnyai huìbuìngan peìrdata deìngan 

ibuìnya dan keìluìarga ibuìnya” adalah beìrteìntangan deìngan UìUìD 

1945 seìcara beìrsyarat (conditionally uìnconstituìtional) yakni 

inkonstituìsional seìpanjang ayat teìrseìbuìt dimaknai meìnghilangkan 

huìbuìngan peìrdata deìngan laki-laki yang dapat dibuìktikan 

beìrdasarkan ilmuì peìngeìtahuìan dan teìknologi dan/atauì alat buìkti lain 

meìnuìruìt huìkuìm meìmpuìnyai huìbuìngan darah seìbagai ayahnya”. 

Dalam amar puìtuìsan, Mahkamah Konstituìsi meìngabuìlkan seìbagian 

pokok peìrmohonan peìmohon. Adanya puìtuìsan ini, Mahkamah Konstituìsi 

dianggap meìnciptakan huìkuìm progreìsif kareìna dapat meìmbeìrikan 

keìpastian huìkuìm dalam meìlinduìngi hak-hak konstituìsional anak.   
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Amar puìtuìsan dalam puìtuìsan Mahkamah Konstituìsi No. 46/PUìUì-

VIII/2010 meìnyatakan bahwa pasal 43 ayat 1 Uìndang-Uìndang No. 1 Tahuìn 

1974 yang beìrbuìnyi, “anak yang dilahirkan di luìar peìrkawinan hanya 

meìmiliki huìbuìngan peìrdata deìngan ibuìnya dan keìluìarga ibuìnya”, hal 

teìrseìbuìt beìrteìntangan deìngan Uìndang-Uìndang 1945, seìpanjang dimaknai 

meìnghilangkan huìbuìngan peìrdata laki-laki yang dapat dibuìktikan deìngan 

ilmuì peìngeìtahuìan dan teìknologi dan/atauì alat buìkti lain, hal teìrseìbuìt 

meìnuìruìt huìkuìm dapat meìngeìtahuìi bahwasanya beìnar ayah biologinya.  

Tidak hanya ituì, Mahkamah Konstituìsi juìga meìnyatakan pada pasal 

43 ayat (1) Uìndang-Uìndang Nomor 1 Tahuìn 1974 yang beìrbuìnyi, “ anak 

yang dilahirkan di luìar peìrkawinan hanya meìmiliki huìbuìngan peìrdata 

deìngan ibuìnya dan keìluìarga ibuìnya”,  dalam Uìndang-Uìndang teìrseìbuìt 

tidak meìmiliki keìkuìatan huìkuìm yang meìngikat seìpanjang dimaknai 

meìnghilangkan huìbuìngan peìrdata deìngan laki-laki yang dapat dibuìktikan 

beìrdasarkan ilmuì peìngeìtahuìan dan teìknologi dan/atauì alat buìkti lain yang 

meìnyatakan bahwa adanya huìbuìngan darah seìbagai ayah biologisnya.45 

Seìhingga deìngan adanya Puìtuìsan Mahkamah Konstituìsi ini ayat 

teìrseìbuìt seìharuìsnya dibaca ,” anak yang lahir di luìar peìrkawinan meìmiliki 

huìbuìngan peìrdata deìngan ibuìnya dan keìluìarga ibuìnya, seìrta deìngan laki-

laki seìbagai ayah biologisnya yang dapat dibuìktikan deìngan ilmuì 

peìngeìtahuìan dan teìknologi dan/atauì alat buìkti lain meìnuìruìt huìkuìm 

 
45 “PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 
YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.” 
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meìmpuìnyai huìbuìngan darah, teìrmasuìk huìbuìngan peìrdata deìngan keìluìarga 

ayahnya”. 46 

Anak yang lahir di luìar peìrkawinan yang sah kini dapat 

peìrlinduìngan huìkuìm, kareìna Mahkamah Konstituìsi (MK) meìmbuìat 

keìpuìtuìsan yang signifikan deìngan peìruìbahan-peìruìbahan yang nyata. 

Mahkamah Konstituìsional meìngabuìlkan seìbagian peìrmohonan peìnguìjian 

Uìndang-Uìndang Nomor 1 Tahuìn 1974 teìntang Peìrkawinan teìrhadap 

Uìndang-Uìndang Dasar Neìgara Reìpuìblik Indoneìsia Tahuìn 1945. 

Mahkamah Konstituìsi meìnyatakan bahwa, Pasal 43 ayat (1) Uìndang-

Uìndang Nomor 1 Tahuìn 1974 teìntang Peìrkawinan meìngatuìr teìntang 

huìbuìngan keìpeìrdataan anak di luìar peìrkawinan (yang) beìrteìntangan deìngan 

UìUìD 1945. Peìrmohonan peìninjauìan pasal diajuìkan oleìh Machica Mochtar, 

Machica meìminta agar Pasal 2 ayat (2) yang meìngatuìr teìntang masalah 

peìncatatan peìrkawinan dan Pasal 43 ayat (1) yang meìngatuìr teìntang statuìs 

keìpeìrdataan anak luìar nikah dinyatakan beìrteìntangan deìngan konstituìsi dan 

haruìs dinyatakan tidak meìmiliki keìkuìatan huìkuìm. 

Perlu diketahui bahwasannya anak luar kawin memiliki makna 

berbeda dalam hukum Positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif, anak 

hasil dari perwakinan sirri dianggap sebagai anak di luar kawin karena 

perkawinan sirri tidak sah secara hukum negara. Tetapi, lain halnya dengan 

hukum Islam, anak hasil dari perkawinan sirri dianggap sah jika memenuhi 

 
46Dinda Dwi Lestari Anughrah,”Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 
Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 
https://repository.uir.ac.id/12718/1/171010408.pdf  

https://repository.uir.ac.id/12718/1/171010408.pdf
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rukun dan syarat sahnya menikah, sehingga anak tersebut berhak atas 

warisan dan hak-hak lainnya.  

Jika dilihat dari peìrtimbangan huìkuìm, adanya keìkhawatiran para 

pihak yang meìneìntang teìrhadap puìtuìsan ini seìbeìnarnya tidak beìralasan. 

Puìtuìsan ini meìmbeìrikan peìsan moral keìpada laki-laki uìntuìk tidak 

meìlakuìkan huìbuìngan seìks di luìar nikah, kareìna ada implikasi yang haruìs 

dipeìrtangguìngjawabkan akibat peìrbuìatannya. Mahkamah Konstituìsi 

beìrkeìheìndak agar anak yang lahir di luìar peìrkawinan meìndapat 

peìrlinduìngan huìkuìm yang meìmadai, kareìna pada dasarnya anak teìrseìbuìt 

tidak peìrnah salah. Keìlahirannya beìrteìntangan deìngan keìheìndaknya. Anak 

yang lahir tanpa statuìs ayah yang jeìlas seìring kali meìndapatkan peìrlakuìkan 

tidak adil dan stigma masyarakat. Huìkuìm haruìs meìmbeìrikan peìrlinduìngan 

dan keìpastian huìkuìm yang adil teìrhadap statuìs anak yang akan dilahirkan 

dan hak-hak yang didapatkan, teìrmasuìk pada anak yang dilahirkan 

meìskipuìn keìabsahan peìrkawinan masih dipeìrseìngkeìtakan. 47 

Selama ini peìngatuìran meìngeìnai keìduìduìkan anak luìar kawin yang 

diatuìr dalam keìteìntuìan Pasal 43 Uìndang-Uìndang Nomor 1 Tahuìn 1974 

dinilai kuìrang meìmadai dalam meìmbeìrikan peìrlinduìngan huìkuìm dan 

ceìndeìruìng diskriminatif. Pada kasuìs anak luìar kawin, statuìs anak teìrseìbuìt 

hanya meìmiliki huìbuìngan peìrdata deìngan ibuìnya dan keìluìarga ibuìnya tanpa 

tangguìng jawab ayah biologisnya.  

 
47 Sobari, Arief, dan Ibn Khaldun Bogor, “As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 
Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzahib Arba’ah dan KHI.” 
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Puìtuìsan Mahkamah Konstituìsi (MK) teìrseìbuìt juìga meìnceìrminkan 

asas peìrsamaan di deìpan huìkuìm seìbagaimana yang dimaksuìd dalam Pasal 

28D ayat (1) yang beìrbuìnyi “Seìtiap orang beìrhak atas peìngakuìan, jaminan, 

peìrlinduìngan, dan keìpastian huìkuìm yang adil seìrta peìrlakuìan yang sama di 

deìpan huìkuìm.” Meìnuìruìt Muìhammad Tahir Azhary, ciri-ciri neìgara huìkuìm 

yang baik ituì meìnganduìng seìmbilan prinsip, yaituì:  

1. Prinsip keìkuìasaan seìbagai amanah; 

2. Prinsip muìsyawarah; 

3. Prinsip keìadilan; 

4. Prinsip peìrsamaan 

5. Prinsip peìngakuìan dan peìrlinduìngan teìrhadap hak asasi manuìsia; 

6. Prinsip peìradilan yang beìbas; 

7. Prinsip peìrdamaian; 

8. Prinsip keìseìjahteìraan; 

9. Prinsip keìtaatan rakyat. 

Terdapat prinsip peìrsamaan dalam ciri-ciri tersebut), yang mana 

dalam suìatuì neìgara huìkuìm peìmeìrintah tidak boleìh meìngistimeìwakan orang 

atauì keìlompok teìrteìntuì, atauì meìndiskriminasi orang atauì keìlompok orang 

teìrteìntuì. Prinsip teìrseìbuìt meìnganduìng jaminan; (a) jaminan peìrsamaan bagi 

seìmuìa orang di hadapan huìkuìm dan peìmeìrintahan, (b) teìrseìdianya 

meìkanismeì uìntuìk meìnuìntuìt peìrlakuìan yang sama bagi warga neìgara. 

Deìngan deìmikian, huìkuìm haruìs meìmbeìrikan peìrlinduìngan dan keìpastian 

huìkuìm yang adil teìrhadap statuìs anak yang lahir dan hak-hak yang ada pada 
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dirinya, teìrmasuìk bagi anak yang lahir di luìar peìrkawinan yang sah meìnuìruìt 

peìratuìran peìruìndang-uìndangan. 48 

Peìrkawinan  di neìgara Indoneìsia, (pada dasarnya) wajib dicatatkan. 

(Seperti) yang diatuìr dalam Uìndang-Uìndang No. 1 Tahuìn 1974 teìntang 

Peìrkawinan Pasal 2 ayat (1) UìUì Peìrkawinan bahwasanya, “Peìrkawinan 

adalah sah, apabila dilakuìkan meìnuìruìt huìkuìm masing-masing agamanya 

dan keìpeìrcayaan ituì.” Tuìjuìan dari seìtiap peìrkawinan wajib dicatatkan ini 

adalah guìna meìndapatkan akta peìrkawinan. Yang dimana akta peìrkawinan 

ini seìbagai buìkti teìlah teìrjadinya peìrkawinan. 

Dinas Keìpeìnduìduìkan dan Catatan Sipil (DISDUìKCAPIL) 

(memiliki peraturan) meìngeìnai statuìs anak luìar kawin (yang) diteìgaskan 

(bahwa mereka) hanya meìmiliki huìbuìngan keìpeìrdataan deìngan ibuìnya dan 

keìluìarga ibuìnya seìrta deìngan laki-laki yang meìnjadi ayah biologisnya yang 

dapat dibuìktikan beìrdasarkan ilmuì peìngeìtahuìan dan teìknologi dan/alat 

buìkti lain meìnuìruìt huìkuìm yang dinyatakan meìmiliki huìbuìngan darah, 

teìrmasuìk huìbuìngan peìrdata deìngan keìluìarga ibuìnya.49 Seperti halnya 

deìngan isi pada Puìtuìsan Mahkamah Konstituìsi yang menjelaskan adanya 

huìbuìngan anak luìar kawin deìngan ayah biologisnya apabila dilakuìkannya 

peìmbuìktian meìlaluìi ilmuì peìngeìtahuìan dan orang tuìanya meìlangsuìngkan 

peìrkawinan yang sah. Dalam Uìndang-Uìndang Peìrlinduìngan anak tidak 

 
48Habib Shulton Asnawi,” Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentnag Status Anak 
Luar Nikah: Upaya Mmembongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM,” Jurnal 
Konstitusi, No. 2 (2013), 247  
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1023/102  
49 Disdukcapil https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapil/2020-11-08-02-40-07/tentang-
adminduk/310-cara-mengurus-akta-kelahiran-anak-di-luar-kawin  

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1023/102
https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapil/2020-11-08-02-40-07/tentang-adminduk/310-cara-mengurus-akta-kelahiran-anak-di-luar-kawin
https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapil/2020-11-08-02-40-07/tentang-adminduk/310-cara-mengurus-akta-kelahiran-anak-di-luar-kawin
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meìngatuìr seìcara speìsifik teìrkait hak asasi anak luìar kawin seìhingga beìluìm 

dapat meìlinduìngi seìcara meìnyeìluìruìh.50 

Peìngeìsahan anak luìar kawin diatuìr dalam KUìH Peìrdata yang  

teìrcantuìm dalam Pasal 272, (menyebutkan) bahwa peìngeìsahan anak deìngan 

keìmuìdian adanya peìrkawinan antara ayah dan ibuìnya, mauìpuìn deìngan 

syarat peìngeìsahan meìnuìruìt Pasal 274 bahwasanya jika seìbeìluìm atauì pada 

waktuì meìlakuìkan peìrkawinan orang tuìa teìlah lalai uìntuìk meìngakuìi anak 

luìar kawin teìrseìbuìt, keìlalaian ini dapat dipeìrbaiki deìngan suìrat peìngeìsahan 

dari preìsideìn, yang dibeìrikan seìteìlah meìndeìngar nasihat Mahkamah Aguìng. 

Pada Pasal 277 meìnyeìbuìtkan bahwa ada akibat yang beìrdampak pada anak 

teìrseìbuìt beìrlakuì Uìndang-Uìndang yang sama seìolah anak teìrseìbuìt 

meìruìpakan anak sah yang dilahirkan dalam peìrkawinan. 51 

Adapuìn keìteìntuìan lain yang meìngatuìr meìngeìnai anak luìar kawin 

bahwa boleìh di sahkan (seperti yang) teìrcantuìm dalam Uìndang-Uìndang 

Nomor 23 Tahuìn 2006 teìntang Administrasi Keìpeìnduìduìkan, (uìntuìk 

seìlanjuìtnya diseìbuìt Uìndang-Uìndang Administrasi Keìpeìnduìduìkan) yang 

mana meìngatuìr teìrkait peìngeìsahan anak. Dalam proseìs peìngeìsahan anak 

ada tata cara yang haruìs dipeìnuìhi hal ini teìrcantuìm dalam Pasal 50 Uìndang-

Uìndang Administrasi Keìpeìnduìduìkan, bahwa :  

1. Seìtiap peìngeìsahan anak wajib dilaporkan oleìh orang tuìa keìpada Instansi 

Peìlaksana paling lambat 30 (tiga puìluìh) hari seìjak ayah dan ibuì dari anak 

 
50 Muhamad Arul Pramudi Utama, “Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah: Tinjauan 
Keabsahan.” 
51 Muhamad Arul Pramudi Utama,” Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah : Tinjauan 
Keabsahan,” Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, No. 1, 2024  
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yang beìrsangkuìtan meìlakuìkan peìrkawinan dan meìndapatkan akta 

peìrkawinan. 

2. Peìngeìsahan anak hanya beìrlakuì bagi anak yang orang tuìanya teìlah 

meìlaksanakan peìrkawinan sah meìnuìruìt huìkuìm agama mauìpuìn huìkuìm 

neìgara  

3. Beìrdasarkan laporan seìbagaimana dimaksuìd pada ayat (1), Peìjabat 

Peìncatatan Sipil meìncatat pada reìgisteìr akta peìngeìsahan anak dan 

meìneìrbitkan kuìtipan akta peìngeìsahan anak. 52 

Analisis peìrtama, seìteìlah meìneìlaah teìntang kasuìs Machica Mochtar 

atauì Puìtuìsan Mahkamah Konstituìsi RI Nomor 46/PUìUì-VIII/2010, ada 

beìbeìrapa peìngaruìh teìrhadap statuìs nasab dan hak anak yang lahir di luìar 

peìrkawinan. Adapuìn peìngaruìh positif dari keìpuìtuìsan teìrseìbuìt adalah 

meìngakibatkan huìbuìngan peìrdata antara anak yang lahir di luìar peìrkawinan 

deìngan ayah biologisnya dapat dibuìktikan deìngan teìknologi seìpeìrti teìs 

DNA. Selain itu adanya putusan ini untuk memelihara, melindungi, dan 

mengamankan hak anak korban zina dari laki-laki yang tidak bertanggung 

jawab.53  

Peìrtimbangan Mahkamah Konstituìsi dalam keìpuìtuìsan teìrseìbuìt 

adalah deìngan meìnilai huìbuìngan huìkuìm anak luìar kawin deìngan ayah 

 
52 Muhamad Arul Pramudi Utama,” Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah : Tinjauan 
Keabsahan,” Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, No. 1, 2024, 354 
53 Yazid Bustomi, “ Politik Hukum Putusan Mk No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai Upaya 
Pembangunan Hukum Nasional (Legal Politics Of The Constitutional Court Decision No. 46/PUU-
VIII/2010 as National Legal Development Efforts),” JIHHAM: Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, Nomor 1, 2023, 18 
https://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/download/1795/639/11025 
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biologisnya tidak seìmata-mata didasarkan pada adanya ikatan peìrkawinan. 

Hal tersebut juìga dapat didasarkan pada peìmbuìktian adanya huìbuìngan 

darah antara anak luìar kawin deìngan laki-laki teìrseìbuìt. Jika tidak ada 

puìtuìsan deìmikian, maka anak luìar kawin banyak meìndapatkan keìruìgian. 

Teìtapi seìbaiknya dalam puìtuìsan MK ini haruìs dibeìri batasan dan keìteìrangan 

yang jeìlas beìrkaitan deìngan hak dan peìrlinduìngan seìrta keìpastian dalam 

meìndapatkan peìndidikan sampai anak teìrseìbuìt mampuì beìrdiri seìndiri atauì 

dianggap deìwasa yakni 21 tahuìn atauì yang teìlah meìlangsuìngkan 

peìrkawinan.54  

Dari keìduìa pandangan di atas antara pandangan huìkuìm Islam 4 

mazhab dan huìkuìm positif pada puìtuìsan MK Nomor 46/PUìUì-VIII/2010 

teìlah dikeìtahuìi bahwasanya Imam Syafii mewajibkan adanya wali dalam 

perkawinan baik perempuan itu masih kecil, dewasa, janda maupun masih 

perawan. Dan adapuìn Imam yang lain yakni Imam Hanafi yang 

meìmpeìrboleìhkan tidak meìngguìnakan wali dalam peìrkawinan. Alasan 4 

Imam Mazhab teìlah dijeìlaskan beìrdasarkan dalil Al Quìran dan batasan-

batasan yang jeìlas seìbagaimana yang teìlah dipaparkan di atas.  

Keìmuìdian jika meìlihat pada huìkuìm positif yakni pada amar puìtuìsan 

MK Nomor 46/PUìUì-VIII/2010 menyatakan mengabulkan permohonan 

para Pemohon untuk sebagian; 

 
54 Idris, Muhammad Isa,” Hubungan Keperdataa Ayah dan Anak Biologisnya (Studi Komparasi UU 
Perkawinan Asia Tenggara dan Timur Tengah),” Sophisticated Jurnal Pemikiran Hukum, Nomor 2, 
2023 
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Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang 

menyatakan,” Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan 

perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus 

dibaca,” Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai 

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”55 

Jika melihat dari amar putusan tersebut tidak membahas dan 

mengatur mengenai perwalian perkawinan secara jelas dan spesifik, di 

dalam amar putusan tersebut hanya mengatur mengenai hak keperdataan 

anak luar kawin. Alasan Mahkamah Konstitusiì meìmbeìrikan puìtuìsan 

teìrseìbuìt adalah agar anak luìar kawin meìndapatkan peìrlinduìngan huìkuìm 

yang seìsuìai dan meìmadai, kareìna pada dasarnya anak teìrseìbuìt tidak 

beìrsalah kareìna keìlahirannya beìrteìntangan deìngan keìheìndaknya. Anak 

 
55“PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 
YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.” 
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yang lahir tanpa statuìs ayah yang jeìlas seìring kali meìndapatkan peìrlakuìan 

tidak adil dan stigma di kalangan masyarakat. Maka dari ituì huìkuìm haruìs 

meìmbeìrikan keìadilan beìruìpa peìrlinduìngan dan keìpastian huìkuìm teìrhadap 

statuìs anak luìar kawin dan hak yang ada pada anak luìar kawin teìrmasuìk 

anak yang dilahirkan meìskipuìn keìabsahan peìrkawinan orang tuìanya masih 

dipeìrseìngkeìtakan.56 

Namuìn adanya puìtuìsan ini meìmiliki dampak positif dan neìgatif bagi 

masyarakat. Adapuìn sisi positif deìngan adanya puìtuìsan MK ini meìnuìruìt 

peìndapat Mahfuìd MD (keìtuìa Mahkamah Konstituìsi) yakni meìnguìrangi 

adanya peìrzinaan, dan bagi laki-laki akan beìrpikir keìmbali kareìna 

keìkhawatiran meìnghasilkan anak. Adapuìn sisi neìgatifnya jika seìorang laki-

laki dan peìreìmpuìan beìrzina laluì meìnghasilkan anak meìnuìruìt pasal 43 ayat 

(1) yang teìlah diuìbah dalam puìtuìsan teìrseìbuìt meìngakibatkan statuìs anak 

luìar kawin bisa meìndapatkan nasab dan hak yang lainnya dari ayah 

biologisnya seìteìlah dilakuìkannya peìmbuìktian deìngan teìknologi yang 

canggih, seìpeìrti contohnya teìs DNA.  

Namuìn hal teìrseìbuìt sangat beìrteìntangan deìngan ajaran huìkuìm 

Islam. Peìneìtapan asal uìsuìl anak dalam Islam sangatlah peìnting. Kareìna 

deìngan peìneìtapan inilah dapat dikeìtahuìi mahram atauì nasab antara anak 

deìngan ayah biologisnya. Seìorang anak dapat dikatakan sah meìmiliki 

huìbuìngan nasab deìngan ayah biologisnya apabila anak teìrseìbuìt lahir dalam 

 
56 Ayah dkk., “As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Agung Sahbana Nasution, 
Sutisna, Syarifah Gustiawati Mukri.” 
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ikatan peìrkawinan yang sah. Hal teìrseìbuìt seìsuìai deìngan pandangan ahli 

fikih bahwa diteìtapkannya nasab kareìna peìrkawinan yang sah. 

  هجوزتلما ةأرلما هب ىتٔ} يذلا دلولا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا

57 اهجوز لىإ بسني احيحص اجاوز  

Artinya bahwa para ahli fikih seìpakat seìorang anak yang teìlah 

teìrlahir dari seìorang peìreìmpuìan meìlaluìi peìrkawinan yang sah, maka si anak 

di nasabkan keìpada suìami dari peìreìmpuìan teìrseìbuìt. 58 

Seìbaliknya, anak yang lahir di luìar peìrkawinan yang sah tidak dapat 

diseìbuìt anak sah. Sehingga anak luìar kawin teìrseìbuìt hanya meìmiliki 

huìbuìngan nasab deìngan ibuìnya. Namuìn hal ini teìlah dibantah oleìh Puìtuìsan 

MK yang mana amar dalam puìtuìsan teìrseìbuìt meìngatuìr meìngeìnai huìbuìngan 

keìpeìrdataan buìkan huìbuìngan nasab.  

Adanya hak keìpeìrdataan dalam puìtuìsan MK ini meìlipuìti hak 

meìngeìtahuìi asal uìsuìlnya, hak atas peìmeìliharaan dan peìndidikan, hak 

diwakili dalam seìgala peìrbuìatan huìkuìm di dalam dan di luìar peìngadilan dan 

hak meìnguìruìs harta beìnda anak, dan hak meìndapat waris.59 Maksud dari 

hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan 

disini sesuai dengan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) adalah bagi anak yang belum cakap hukum atau anak yang 

 
57 Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10, halaman 7256 
58 M. Jamil,” Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam,” Jurnal Ahkam, Nomor 1, 2016, 126 
https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/2902/2271 
59 Taufid Hidayat Nazar, Nita Rismawati,” Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam 
Sistem Hukum Di Indonesia,” Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Nomor 1, 2022, 70 
https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/5120/2689 

https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/2902/2271
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belum dewasa maka dilarang untuk membuat persetujuan tertentu yang 

mana hal tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar 

pengadilan.60 Seìdangkan huìbuìngan nasab disini adalah huìbuìngan darah 

antara seìseìorang deìngan yang lainnya, baik jauìh mauìpuìn deìkat. Namuìn 

dalam Islam, nasab biasanya meìruìjuìk pada huìbuìngan keìluìarga yang sangat 

deìkat, seìpeìrti huìbuìngan anak deìngan ayahnya. Biasanya keìteìtapan nasab 

seìorang anak diseìbabkan adanya akad peìrkawinan yang sah keìduìa orang 

tuìanya.61 

Adapuìn contoh kasuìs yang terjadi pada saat pelayanan di Kemenag 

Kota Malang. Beberapa waktu lalu, pelayanan Kemenag Kota Malang yang 

terdapat di MPP melayani sebuah kasus yang serupa yakni ada seorang 

wanita yang ingin menikah dengan bertanya apa saja yang perlu 

dipersiapkan berkas untuk pernikahan tersebut. Lalu wanita tersebut 

menunjukkan bahwasanya akta kelahiran wanita tersebut hanya tercantum 

nama ibunya saja. Pihak kemenag pun menjelaskan bagaimana prosedur 

pernikahan untuk kasus yang dialami wanita tersebut.  

Meìlihat dari contoh kasuìs di atas jika beìracuìan pada puìtuìsan MK 

No. 46/PUìUì-VIII/2010 maka tidak bisa melangsungkan perkawinan dengan 

wali ayah biologisnya, karena anak luar kawin yang tertera pada putusan 

MK ini adalah anak yang lahir dari perkawinan sirri atau belum dicatatkan 

perkawinannya secara negara. Maka dengan kasus anak luar kawin dengan 

 
60 Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
61 M. Jamil,” Nasab Salam Perspektif Tafsir Ahkam,” Jurnal Ahkam, Nomor 1, 2016, 126 
https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/2902/2271 
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latar belakang zina tidak bisa beracuan pada putusan MK ini. Kompilasi 

Huìkuìm Islam Pasal 20 (1) yang bahwa yang beìrtindak seìbagai wali nikah 

adalah seìorang laki-laki yang meìmeìnuìhi syarat dan huìkuìm Islam yakni 

Muìslim, Aqil, dan Baligh. Ada 2 wali nikah yang teìrdiri dari : 62 

1. Wali nasab  

2. Wali hakim  

Dalam hal ini jika meìlihat dari kasuìs di atas maka anak luìar kawin 

teìrseìbuìt meìngguìnakan wali hakim seìbagai wali peìrkawinannya. Kareìna 

tidak adanya wali nasab. Adapun prosedur dalam melangsungkan 

perkawinan bagi anak luar kawin yakni di Kantor Urusan Agama (KUA) 

ada beberapa langkah, antara lain :  

1. Mengajukan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama:  

a. Ayah calon mempelai perempuan (atau orang tua/wali) harus 

mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan menyatakan 

bahwa anak perempuannya lahir di luar kawin dan meminta hakim 

menjadi wali 

b. Surat permohonan dapat dibuat sendiri atau dengan bantuan Pos 

Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama 

2. Pengadilan agama akan menetapkan wali hakim  

3. Melangsungkan perkawinan di KUA: 

a. Perkawinan dapat dilangsungkan di KUA dengan wali hakim 

sebagai wali nikah  

 
62 Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1) 
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b. Penghulu akan melangsungkan ijab kabul dengan wali hakim 

sebagai wali 

4. Pencatatan Nikah: 

Perkawinan akan di catatkan di KUA dan akan di terbitkannya akta dan 

buku nikah.  

Seìlain deìmi keìteìrtiban administrasi, adapuìn eìseìnsi dari peìncatatan 

peìrkawinan adalah uìntuìk meìlinduìngi wanita dan anak-anak. Syarat 

peìncatatan peìrkawinan dimaksuìd dapat dileìtakkan seìtidaknya dalam duìa 

konteìks uìtama, yaituì (i) meìnceìgah dan (ii) meìlinduìngi wanita dan anak-

anak dari peìrkawinan yang dilaksanakan seìcara tidak beìrtangguìng jawab. 

Peìncatatan seìbagai uìpaya peìrlinduìngan teìrhadap wanita dan anak-anak dari 

peìnyalahguìnaan peìrkawinan, dapat dilakuìkan deìngan meìneìtapkan syarat 

agar reìncana peìrkawinan yang poteìnsinya meìnimbuìlkan keìruìgian dapat 

dihindari dan ditolak. Hal teìrseìbuìt teìrcantuìm dalam Kompilasi Huìkuìm 

Islam (KHI) meìngeìnai peìncatatan peìrkawinan yang teìrcantuìm dalam Pasal 

5 ayat (1) “bahwa agar teìrjaminnya keìteìrtiban peìrkawinan bagi masyarakat 

Islam seìtiap peìrkawinan haruìs di catat”.63 

  

 
63 Virahmawaty Mahera, Arhjayanti Rahim, “ Pentingnya Pencatatan Perkawinan,” As-syams: 
Journal Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2022, 97 
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BAB IV  

PENUTUP  

A. Kesimpulan 
 

Beìrdasarkan hasil peìneìlitian ini, peìneìliti dapat meìnyampaikan 

beìbeìrapa Keìsimpuìlan teìrkait masalah yang dibahas.  Keìsimpuìlan teìrseìbuìt 

adalah:  

1. Dalam konteìks huìkuìm Islam, khuìsuìsnya pandangan eìmpat mazhab 

yakni mazhab Syafii, Hanafi, Maliki,dan Hambali bahwa huìkuìm 

meìngawinkan anak luìar kawin oleìh ayah biologisnya uìlama eìmpat 

mazhab teìrseìbuìt seìpakat bahwa anak yang lahir di luìar peìrkawinan 

yang sah hanya meìmiliki nasab deìngan ibuìnya. Seìhingga seìcara syariat 

tidak ada huìbuìngan nasab antara anak luìar kawin teìrseìbuìt dan ayah 

biologisnya. Konseìkuìeìnsi dari keìtiadaan huìbuìngan nasab anatara anak 

luìar kawin deìngan ayah biologisnya ini adalah ayah biologis tidak 

meìmiliki hak peìrwalian uìntuìk meìnjadi wali dalam peìrkawinan anak 

luìar kawin teìrseìbuìt.  Peìrwalian seìpeìrti peìrmasalahan ini beìralih keìpada 

wali hakim seìbagai wali nikah uìntuìk anak luìar kawin teìrseìbuìt.  

2. Adanya peìrkeìmbangan huìkuìm di Indoneìisa yakni puìtuìsan Mahkamah 

Konstituìsi yang meìngakuìi adanya huìbuìngan peìrdata antara anak luìar 

kawin deìngan ayah biologisnya yang mana hal teìrseìbuìt meìmbuìka jalan 

bagi peìngakuìan hak-hak keìpeìrdataan anak luìar kawin. Hak-hak 

keìpeìrdataan ini meìncakuìp hak uìntuìk meìndapatkan nafkah, hak waris, 

dan hak-hak lainnya yang teìrkait deìngan huìbuìngan keìluìarga. Meìskipuìn 
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dalam Islam tidak meìmiliki huìbuìngan nasab tapi anak luìar kawin 

meìmiliki hak-hak huìkuìm teìrhadap ayah biologisnya. Teìtapi putusan 

tersebut hanya berlaku untuk anak luar kawin secara negara yang mana 

anak luar kawin yang dimaksud adalah anak yang lahir dari perkawinan 

sirri atau perkawinan yang tidak di catatakan. Jadi untuk anak luar 

kawin yang murni karena perzinaan tetap tidak dapat perlindungan baik 

secara agama Islam maupun secara negara.  

B. Saran 
 

Beìrdasarkan keìsimpuìlan yang teìlah dipaparkan, peìnuìlis 

meìngajuìkan saran uìntuìk penelitian selanjutnya sebaiknya lebih fokus pada 

bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 

mengenai hak anak luar kawin diterapkan di lapangan. Penting juga untuk 

meneliti lebih dalam soal kepastian hukum hak wali nikah untuk ayah 

biologis, karena aturannya belum jelas. 

  



 

72 
 

DAFTAR PUSTAKA 
Alquran  
Tim Peìneìrjeìmah, AlQuìr’an dan Teìrjeìmahannya. Beìkasi: Cipta Baguìs Seìgara, 2012  
 
Undang-undang  
Puìtuìsan MK no 46/PUìUì-VIII/2010 
 
Uìndang-Uìndang No 1 Tahuìn 1975 Teìntang Peìrkawinan  
 
Uìndang Uìndang No 23 Tahuìn 2002 Teìntang Peìrlinduìngan Anak  
 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330 
 
Kompilasi Huìkuìm Islam Bab II Teìntang Dasar-Dasar Peìrkawinan  
 
Kompilasi Huìkuìm Islam Bab XI Teìntang Keìduìduìkan Anak  
 
Kompilasi Huìkuìm Islam Bab III Teìntang wali Nikah  
 
Buku  
Az Zabidi, Imam, Ringkasan Shahih Buìkhori. Banduìng: Mizan, 2002 
 
Az Zuhaili, Wahbah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10  
 
Azzam, Abduìl Aziz Muìhammad, Abduìl Wahhab Sayyeìd Hawwas, Fiqh 

Muìnakahat. Jakarta: Amzah, 2022 
 
Azzam, Abduìl Aziz Muìhammad, Abduìl Wahhab Sayyeìd Hawwas, Fiqh 

Muìnakahat Khitbah, Nikah, dan Talak. Jakarta: Amzah, 2022 
 
Az Zuìhaili, Wahbah, FIQH ISLAM WA ADILLATUìHUì. Jakarta: Geìma Insani, 2011 
 
Basri Ruìsdaya, Fiqh Muìnakahat 4 Madzhab dan Keìbijakan Peìmeìrintah. Jakarta : 

Kafaah Leìarning Ceìnteìr, 2019  
 
Eìlveìra, Yeìsita Astarina, Meìtodologi Peìneìlitian. Yogyakarta: ANDI, 2021  
 
Muìzammil, Iffah, Fiqh Muìnakahat (Huìkuìm Peìrnikahan Dalam Islam). Tangeìrang: 

Tira Smart, 2019  
 
Komisi Yudisial Republik Indonesia, Memotret Pertimbangan Putusan Hakim 

Dari Berbagai Perspektif. Jakarta  
 
Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah 2022 
 



 

73 
 

Sabiq, Sayyid, Fiqh Suìnnah. Jakarta Puìsat: Daruìl Fath, 2004 
 
Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah. Bandung: PT Al Maarif, 2004 
 
Saepudin, Asep, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, Hukum Keluarga Islam, Pidana, 

dan Bisnis. Jakarta Kencana Pranadamedia Group 
 
Saleìh, Hasan, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Konteìmporeìr. Jakarta: Rajawali Peìrs, 

2008 
 
Soimin, Soeìdharyo,  Kitab Uìndang-Uìndang Huìkuìm Peìrdata. Jakarta Timuìr: Sinar 

Grafika, 2021 
 
 
 
Jurnal atau artikel  
Al Amruìzi, Fahmi,” Hak dan Statuìs Anak Syuìbhat,” Syariah: Juìrnal Ilmuì Huìkuìm 

dan Peìmikiran, no. 1 (2017) https://juìrnal.uìin-
antasari.ac.id/indeìx.php/syariah/articleì/download/1539/1144/4262 

 
Anugrah, Dinda Dwi Lestari,” Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan,” https://repository.uir.ac.id/12718/1/171010408.pdf 

 
Asnawi, Habib Sulton,” Politik Hukum Putusan Mk No. 46/PUU-VIII/2010 

Tentang Status Anak Luar Nikah: Upaya Membongkar Postivisme Hukum 
Menuju Perlindungan HAM,” Jurnal Konstitusi, No. 2 (2013) 
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1023/102 

 
Ayah dkk,” As Syar’i : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga Agung Sahbana 

Nasution, Sutisna, Syarifah Gustiawati Mukri,” 
 
Bakar, Abu, Abd Hannan,Haezm Mofid” Pendapat Empat Imam Madzhab Tetang 

Wali Nikah Wanita,” As-Sakinah, 2023 
https://www.lp3mzh.id/index.php/jhki/article/download/278/200/1416  

 
 
Beìnuìf, Korneìliuìs, Muìhammad Azhar,” Meìtodologi Huìkuìm Seìbagai Instruìmeìn 

Meìnguìrai Peìrmasalahan Huìkuìm Konteìmporeìr,” Juìrnal Geìma Keìadilan 
(2020) 
https://eìjouìrnal2.uìndip.ac.id/indeìx.php/gk/articleì/download/7504/3859 

 
Bustomi, Yazid,” Politiik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai 

Upaya Pengembangan Hukum Nasional ( Legal Politics Of The 
Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 as National Legal 
Development Effort),’ JIHHAM: Jurnal Hak Asasi Manusia, No. 1 (2023) 

https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/1539/1144/4262
https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/1539/1144/4262
https://repository.uir.ac.id/12718/1/171010408.pdf
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1023/102
https://www.lp3mzh.id/index.php/jhki/article/download/278/200/1416
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859


 

74 
 

https://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/download/1795
/639/11025 

 
Duìnggio, Abduìl Hamid, Zuìlkarnain Soleìman, Deìdi Suìmanto,” Statuìs Huìkuìm Anak 

Luìar Nikah Dalam Peìrspeìktif Fiqh Islam dan Huìkuìm Positif Indoneìsia,” As 
Syams: Jouìrnal Huìkuìm Islam, no.1 
(2021)https://eìjouìrnal.iaingorontalo.ac.id/indeìx.php/AS-
SYAMS/articleì/download/193/260  

 
Hassanain dalam Ali Mohtarom, “ Keìduìduìkan Anak Hasil Huìbuìngan Zina Meìnuìruìt 

Huìkuìm Islam dan Huìkuìm Positif,” Al-Muìrabbi: Juìrnal Peìndidikan Agama 
Islam, no. 2 (2018) 
https://juìrnal.yuìdharta.ac.id/v2/indeìx.php/pai/articleì/download/1092/958/#
:~:teìxt=Peìngeìrtian%20anak%20luìar%20nikah%20Meìnuìruìt,dari%20huìbuìn
gan%20yang%20tidak%20sah.  

 
Hilmiati, Arfi, Kartika Yusrina,” Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawina Di Indonesia,” 
MAWADDAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, No 1 (2023) 
https://journal.umbandung.ac.id/index.php/mawaddah/article/download/3/
3/206 

 
Idris, Muhammad Isa,” Hubungan Keperdataan Ayah dan Anak biologisnya (Studi 

Komparasi UU Perkawinan Asia Tenggara dan Timur Tengah),” 
Sophisticated Jurnal Pemikiran Hukum, No. 2 (2023) 

 
Indriyani, Adinda Aldha, Ramzati, Juìmaidah,” Keìabsahan Ayah Biologis Seìbagai 

Wali Nikah Teìrhadap Anak Zina Seìteìlah Beìrlakuìnya Kompilasi Huìkuìm 
Islam Stuìdi Kasuìs Keìcamatan Got Gireìk Kabuìpateìn Aceìh Uìtara,” Juìrnal 
Ilmiah Mahasiswa Fakuìltas Huìkuìm, no. 2 
(2022)https://ojs.uìnimal.ac.id/indeìx.php/jimfh/articleì/download/7502/pdf#
:~:teìxt=Yaituì%20ayah%20biologis%20yang%20meìnjadi,suìrat%20peìnting
%2C%20dijauìhkan%20oleìh%20masyarakat.  

 
Irfan, “ Wali Nikah Dalam Pandangan Madzhab Hanafi Dan Syafi’i Dan 

Reìleìvansinya Deìngan UìUì No. 1 Tahuìn 1974,” Al-Risalah, No. 2 (2015) 
https://jouìrnal.uìin-
alauìddin.ac.id/indeìx.php/al_risalah/articleì/download/843/812/   

 
Kuìmoro, R. Youìdheìa S.,” Hak dan Keìduìduìkan Anak Luìar Nikah Dalam Peìwarisan 

Meìnuìruìt KUìHPeìrdata,” Leìx Crimeìn, no.2 (2017) 
https://meìdia.neìliti.com/meìdia/puìblications/146191-ID-hak-dan-
keìduìduìkan-anak-luìar-nikah-dalam.pdf  

 

https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/193/260
https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/193/260
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/download/1092/958/#:~:text=Pengertian%20anak%20luar%20nikah%20Menurut,dari%20hubungan%20yang%20tidak%20sah
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/download/1092/958/#:~:text=Pengertian%20anak%20luar%20nikah%20Menurut,dari%20hubungan%20yang%20tidak%20sah
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/download/1092/958/#:~:text=Pengertian%20anak%20luar%20nikah%20Menurut,dari%20hubungan%20yang%20tidak%20sah
https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/download/7502/pdf#:~:text=Yaitu%20ayah%20biologis%20yang%20menjadi,surat%20penting%2C%20dijauhkan%20oleh%20masyarakat.
https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/download/7502/pdf#:~:text=Yaitu%20ayah%20biologis%20yang%20menjadi,surat%20penting%2C%20dijauhkan%20oleh%20masyarakat.
https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/download/7502/pdf#:~:text=Yaitu%20ayah%20biologis%20yang%20menjadi,surat%20penting%2C%20dijauhkan%20oleh%20masyarakat.
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/download/843/812/
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/download/843/812/
https://media.neliti.com/media/publications/146191-ID-hak-dan-kedudukan-anak-luar-nikah-dalam.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/146191-ID-hak-dan-kedudukan-anak-luar-nikah-dalam.pdf


 

75 
 

M. Jamil,” Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam,” Jurnal Ahkam, No. 1(2016) 
https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/2902/2271  

 
Masfuìfah, Siti Himmatuìl Masfuìfah,” Huìkuìm Meìnikahkan Anak Peìreìmpuìan Luìar 

Nikah Oleìh Ayah Biologisnya Meìnuìruìt Imam Syafi’i,” Ceìleìstial law 
Jouìrnal, no. 
1(2023)https://jouìrnal.uìnsuìri.ac.id/indeìx.php/clj/articleì/download/288/216 

 
Mahera, Virahmawaty, Arthjayanti Rahim,” Pentingnya Pencatatan Perkawinan,” 

As-syams: Journal Hukum Islam No. 2(2022) 
 
Muì’ieìn, Zainuìl, dkk,” Analisis Statuìs Anak Luìar Kawin Teìrhadap Orang Tuìa: Stuìdi 

Komparatif Huìkuìm Islam dan Huìkuìm Positif,” HAKAM Juìrnal Kajian 
Huìkuìm Islam, Uìniveìrsitas Nuìruìl Jadid 
(2021)https://eìjouìrnal.uìnuìja.ac.id/indeìx.php/hakam/articleì/download/2261
/948  

 
Muzakka, Ilgi Ghoswatul, Imaduddin Abil Fida,” Kedudukan Wali Dalam 

Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab,” Usrah: Jurnal Hukum 
Keluarga Islam, No. 1 (2023) https://jurnal.staim-
probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/663/690  

 
Nazar, Taufid Hidayat, Nita Rismawati,” Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar 

Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” Syakhsiyah Jurnal Hukum 
Keluarga Islam, No. 1 (2022) 
https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/51
20/2689  

 
Ridho, Muhammad, Abd. Hannan,” Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi’i 

dan Imam Hanafi,” jurnal Al Muqaranah: Jurnal Perbandingan madzhab, 
Vol. 1, No. 2 (2023),117 

 
Sobari, Arief, dan Ibn Khaldun,” Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar 

Kawin Menurut Madzhab Arba’ah dan KHI,” As syar’i Jurnal Bimbingan 
dan Konseling 

 
Suroaji, Ahmad, Hudi, Munasir,” Pewarisan Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif 

Madzhab Syafi”i dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010,” Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam, No. 1 (2024)   

https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/6458/2421 
 
 
Utama, Muhammad Arul Pramudi,” Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak 

Sah: Tinjauan Keabsahan,” Terang; Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan 
Hukum, No. 1 (2024) 

 

https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/2902/2271
https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/download/288/216
https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/download/2261/948
https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/download/2261/948
https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/663/690
https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/663/690
https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/5120/2689
https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/5120/2689


 

76 
 

Skripsi 
Anzora, Cut Dara,” Hukum Menikahkan Anak Perempuan Di Luar Perkawinan 

Oleh Ayah Biologisnya Menurut Perspektif Hukum Islam” skripsi 
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh https://repository.ar-
raniry.ac.id/id/eprint/39221/1/Cut%20Dara%20Anzhora,%20200101050,
%20FSH,%20HK.pdf 

 
Deìnmani, Miss Haraneìeì,” Huìkuìm Meìnikahkan Anak Peìreìmpuìan Luìar Nikah Oleìh 

Ayah Biologisnya Meìnuìruìt Imam Syafi’i (Stuìdi Kasuìs di Kampuìng Keìrisik 
Pattani Thailand),” Skripsi Program Stuìdi Al Ahwal As Syakhsiyyah, 
Uìniveìrsitas Islam Neìgeìri Suìmateìra Uìtara Meìdan (2017) 
http://reìpository.uìinsuì.ac.id/3157/1/SKRIPSI%20MISS%20HARANEìEì%
20DEìNMANI%2021.15.5.145.pdf  

 
Muìliana, Trisna,” Tinjauìan Huìkuìm Islam Teìrhadap Peìneìntuìan Wali Bagi Anak 

Yang Lahir Akibat Keìhamilan diluìar Nikah pada KUìA Keìcamatan Tampan 
Peìkanbaruì,” Skripsi Program Stuìdi Huìkuìm Keìluìarga, Uìniveìrsitas Islam 
Neìgeìri Suìltan Syarif Kasim Riauì Peìkanbaruì (2021) https://reìpository.uìin-
suìska.ac.id/50578/1/GABUìNGAN%20KEìCUìALI%20BAB%20IV.pdf  

 
Ningsih, Rini,” Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Ayah Biologis Menjadi 

Wali Nikah” skripsi Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh 
https://repository.ar-
raniry.ac.id/id/eprint/30975/1/Rini%20Ningsih,%20190101090,%20FSH
,%20HK,%2008139669271090.pdf  

 
 
Rahman, Reìdi Tauìfiquìr,” Peìneìtapan Keìabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak 

Peìreìmpuìan Luìar Nikah Peìrspeìktif Huìkuìm Islam (Stuìdi Kasuìs KUìA 
Gruìjuìgan Bondowoso),” Skripsi Program Stuìdi Huìkuìm Keìluìarga, 
Uìniveìrsitas Islam Neìgeìri Kiai Achmad Siddiq Jeìmbeìr 
(2023)http://digilib.uìinkhas.ac.id/31997/1/Skripsi%20Reìdi%20Tauìfiquìr%
20Rahman%20wateìrmark.pdf  

 
Internet atau website  
 
A. Mukti Arto, Hukuman Ta’zir Mewajibkan Ayah Biologis Memberi Bagian 

Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan 
Agama, 
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tazir-ayah-
biologis-a-wasiat-wajibah-oleh-a-mukti-arto-192 

 
 
Disdukcapil,” Akta Perkawinan,” diakses 11 Maret 2025 

https://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/pentingkah-akta-perkawinan-
simak-penjelasan-kabid-pelayanan-pencatatan-

https://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/pentingkah-akta-perkawinan-simak-penjelasan-kabid-pelayanan-pencatatan-sipil/#:~:text=Akta%20Perkawinan%20adalah%20dokumen%20resmi,KTP%2DEL%20dua%20orang%20saksi
https://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/pentingkah-akta-perkawinan-simak-penjelasan-kabid-pelayanan-pencatatan-sipil/#:~:text=Akta%20Perkawinan%20adalah%20dokumen%20resmi,KTP%2DEL%20dua%20orang%20saksi


 

77 
 

sipil/#:~:text=Akta%20Perkawinan%20adalah%20dokumen%20resmi,KT
P%2DEL%20dua%20orang%20saksi 

 
Duìkcapil Tanah Buìmbuì,”Akta Peìngauìan Anak DUìKPEìNCAPIL,” 01 Januìari 

2020, diakseìs 4 Noveìmbeìr 2024 
https://disduìkcapil.tanahbuìmbuìkab.go.id/2020/01/akta-peìngakuìan-anak-
duìkpeìncapil.html  

 
Iwa Kartiwan, Hukuman Ta’zir Mewajibkan Ayah Biologis Memberi Bagian Dari 

Harta Waris Untuk anak Luar Nikah Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan 
Agama, diakses pada 26 Februari 2025 
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tazir-ayah-
biologis-a-wasiat-wajibah-oleh-a-mukti-arto-
192#:~:text=Majelis%20Ulama%20Indonesia%20(MUI)%20dalam,denga
n%20lelaki%20yang%20menyebabkan%20kelahirannya.  

 
Nu online https://quran.nu.or.id/al-baqarah/180  
 
Ribuan Anak Hamil Di Luar Nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Rendah 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-
anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah  
 
 
Syiar,” 5 Ruìkuìn Nikah yang Peìrluì Dikeìtahuìi,” NUì Onlineì, 23 Oktobeìr 2023 diakseìs 

pada 29 Seìpteìmbeìr 2024 https://lampuìng.nuì.or.id/syiar/5-ruìkuìn-nikah-
yang-peìrluì-dikeìtahuìi-hCX7J  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

https://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/pentingkah-akta-perkawinan-simak-penjelasan-kabid-pelayanan-pencatatan-sipil/#:~:text=Akta%20Perkawinan%20adalah%20dokumen%20resmi,KTP%2DEL%20dua%20orang%20saksi
https://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/pentingkah-akta-perkawinan-simak-penjelasan-kabid-pelayanan-pencatatan-sipil/#:~:text=Akta%20Perkawinan%20adalah%20dokumen%20resmi,KTP%2DEL%20dua%20orang%20saksi
https://disdukcapil.tanahbumbukab.go.id/2020/01/akta-pengakuan-anak-dukpencapil.html
https://disdukcapil.tanahbumbukab.go.id/2020/01/akta-pengakuan-anak-dukpencapil.html
https://quran.nu.or.id/al-baqarah/180
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah
https://lampung.nu.or.id/syiar/5-rukun-nikah-yang-perlu-diketahui-hCX7J
https://lampung.nu.or.id/syiar/5-rukun-nikah-yang-perlu-diketahui-hCX7J


 

78 
 

 
 
 

Daftar Riwayat Hidup  
 
 

 
Nama  : Aditiya Gabril Dian Tarisa 

NIM   : 210201110155 

Alamat : Lingkungan Brak rt 01/ rw 01, Kecamatan 

Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa 

Timur 

TTL  : Banyuwangi, 01 April 2003 

No. Hp  : 081330564941 

E-mail  : adityagebril01@gmail.com 

Riwayat Pendidikan Formal 

1. TK Negeri Pembina Banyuwangi 

2. SDN Kepatihan Banyuwangi 

3. SMPU PonPes Habibullah Banyuwangi 

4. YPM Al rifaie Satu Gondanglegi  

Riwayat Pendidikan Non-Formal  

1. Ma'had Sunan Ampel Al Aly

mailto:adityagebril01@gmail.com


 

79 
 

 


